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ABSTRAKSI 
Mohamad Rendy, E 111 08 258 dengan judul, “Konflik SARA di 
Kabupaten Poso di bawah bimbingan Prof. Dr. Armin, M.Si sebagai 
pembimbing I dan A. Naharuddin,S.IP. M.Si sebagai pembimbing II 
Konflik yang terjadi di Kabupaten Poso adalah konflik SARA, yang 
melibatkan dua komunitas agama, antara Islam dan Kristen.Pasca 
berakhirnya masa jabatan Bupati Arifin Patanga.Pemilihan bupati 1998 
merupakan ajang persaingan untuk menjadi pemegang kekuasaan yang baru 
di Kabupaten Poso.Berbagai aktor dan elite politik bersaing untuk menduduki 
posisi pengambil kekuasaan tertinggi di Kabupaten tersebut. Namun 
persaingan ini melibatkan aktor  dan elit politik dari dua komunitas agama 
terbesar di Kabupaten Poso, yaitu Islam dan Kristen. Sehingga persaingan 
untuk menjadi Bupati menjadi persaingan antara dua komunitas agama 
meluas menjadi persaingan antara Islam dan Kristen. Para aktor dan elite 
kemudian mulai menggalang massa dengan melemparkan isu agama 
sehingga dengan cepat dapat mempengaruhi masyarakat,untuk menekan 
pihak lawan dari komunitas agama lain. Sehingga konflik saudara yang 
mengatasnamakan agama dengan cepat menebar luas diseluruh Kabupaten 
Poso. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk konflik 
yang terjadi dan menganalisis faktor-faktor penyebab sehingga terjadi konflik 
SARA di Kabupaten Poso.Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisi yang bertujuan menjelaskan 
secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta.Penelitan ini melibatkan 
para tokoh-tokoh agama dan tokoh pemuda yang terlibat secara langsng 
dalam konflik yang terjadi, serta akademisi yang dianggap mempunyai 
pengetahuan terhadap konflik tersebut sebagai sumber informasi untuk 
menarik kesimpulan secara komperehensif.Selain itu, berbagi cara 
pengumpulan data yang dilakukan diantaranya adalah wawancara mendalam 
dan literature dengan telaah yang mendalam mengenai hal-hal yang 
terkait.Adapun pendekatan dan konsep yang digunakan adalah konsep 
SARA, konsep konflik dan teori konflik. 
Dalam hasil penelitian ini ditemukan beberapa indikasi penyebab konflik 
SARA yang terjadi di Kabupaten Poso. Konflik antar pemeluk agama Islam 
dan Kristen terjadi dikarenakan adanya adudomba oleh aktor dan elite  politik 
untuk dalam memperebutkan posisi sebagai Bupati dan Sekwilda Kabupaten 
Poso. Para elite dan aktor menggerakan massa dengan melemparkan isu 
agama, agar eskalasi konflik menjadi semakin besar. Masyarakat dengan 
cepat terprovokasi dan tergerak rela mati demi agama, sehingga konflik tidak 
dapat terelakan.Persaingan dalam bidang politik juga dibarengi dengan 
persaingan untuk menguasai sumber ekonomi, serta persaingan antara para 
pendatang yang kebetulan mayoritas beragama Islam dengan penduduk asli 
yang beragama Kristen dalam bidang sosial kultural. Konflik yang terjadi 
dalam waktu lama serta mengakibatkan banyaknya kerugian baik korban jiwa 
dan materi dapat dikatan konflik manifest, yaitu konflik yang terjadi kedalam 
pertikaian yang terbuka. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan Negara dengan suku bangsa terbanyak di 
dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis, dimana di Papua saja 
terdapat 270 suku. Itu artinya Indonesia merupakan bangsa yang terkenal 
dengan keberagaman suku dan budaya serta menjadi ciri yang melekat 
pada bangsa Indonesia dimata dunia. Keberagaman ini mewarnai proses 
sosial yang terjadi disetiap daerah dimana suku itu berada, suku-suku 
tersebut membentuk pola-pola didalam struktur sosial sehingga terjadi 
dinamika dalam perkembangannya. 
Dari dinamika yang terjadi, maka dalam sebuah masyarakat terjadi 
proses interaksi. Hal ini menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang 
dinamis. Salah satu konsekuensi logis dalam interaksi sosial selain proses 
sosial asosiatif  adalah terjadinya proses sosial disosiatif, yang berarti 
pertentangan 2 unsur budaya dalam sebuah masyarakat, sehingga 
keduanya cenderung menegasikan satu sama lain dan tidak saling 
bertemu. 
Proses sosial disosiatif inilah yang mengarah ke hal yang negatif, 
sebab proses yang terjadi mengarahkan ke arah konflik secara umum 
dalam lapisan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat memang 
tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dapat terjadi dimana saja, oleh siapa 
saja, dan kapan saja.  Konflik tersebut terjadi dengan alasan apapun baik 
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dari hal-hal yagn paling kecil maupun hal-halyang paling besar dan 
terkadang sulit untuk dipecahkan. Dalam situasi konflik, dapat terjadi 
konflik antar sesama individu, konflik antar kelompok, bahkan konflik yang 
lebih kompleks seperti halnya konflik antar Suku, Agama, Ras dan Antar 
Golongan (SARA) dalam suatu bangsa. 
Secara faktual, konflik tersebut bisa terjadi diberbagai daerah yang 
ada di Indonesia, masyarakat yang pluralis dalam interaksinya tidak selalu 
berjalan baik, dalam interaksi sosial sering kali terjadi persinggungan 
sehingga menimbulkan konflik sosial. 
Potensi konflik selalu ada disetiap masyarakat, apalagi masyarakat 
yang bersifat heterogen, baik dari segi etnis (suku bangsa), sosial 
ekonomi, ataupun agama. Akan tetapi di dalam Negara yang sifatnya 
heterogen, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah 
mengundang konflik. Konflik sering terjadi akibat adanya perbedaan 
kepentingan diantara komunitas masyarakat. 
Poso adalah sebuah kabupaten yang kalau dilihat dari 
keberagaman penduduk tergolong daerah yang cukup majemuk, selain 
terdapat suku asli yang mendiami Poso,yaitu suku Pamona suku-suku 
pendatang pun banyak berdomisili di Poso, seperti dari Jawa, Bugis, 
Toraja, Gorontalo, Minahasa, Arab dan lain sebagainya. Ini dikarenakan 
Kota Poso berada di tengah-tengah jalur darat transportasi Sulawesi. 
Pelancong yang berasal dari wilayah Selatan Sulawesi akan melewati 
Kota Poso untuk menuju bagian Utara Sulawesi, begitu juga 
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sebaliknya.Sehingga Kota Poso menjadi wilayah strategis dari segala 
bidang aspek pembangunan, terutama dari bidang ekonomi. 
Kabupaten Poso tergolong berpenduduk heterogen. Aneka etnis 
maupun agama hidup rukun dalam harmoni sosial yang sangat terjaga. 
Walau suku Pamona, yang boleh dikatakan sebagai pribumi Tanah Poso, 
hampir mendominasi entitas suku yang ada di Poso., namun pergesekan 
antar etnis juga nyaris tak pernah terjadi. Mereka hidup dalam satu 
consince collective yang disebut dengan Sintuwu Maroso. Konflik-konflik 
antar warga memang seringn terjadi, tapi seberapa bentuk maupun 
besaran konflik itu, tak pernah mengusung nama suku, apa lagi agama. 
Dalam sejarah Tanah Poso, khususnya ketika wilayah itu masuk 
dalam afdeling Poso dibawah pemerintahan Belanda, hingga pada zaman 
kemerdekaan, bahkan sampai zaman pemerintahan rezim Orde Baru, 
konflik-konflik sosial dalam skala yang sangat massif, nyaris tak pernah 
terjadi, apalagi pemicunya adalah faktor agama. 
Tatanan yang penuh harmoni itu, justru terusik ketika Indonesiamulai 
meninggalkan tatanan Orde Baru, dan kemudian diharapkan masuk 
kedalam “kantong” dunia demokrasi, dengan reformasi sebagai simbol 
utamanya. Tatanan harmoni sosialdi Tana Poso itupun terusik pada tahun 
1992. Ketika sebuah tulisan berbentuk makalah beredar dalam 
masyarakat. Makalah yang ditulis oleh Rusli Labolo (seorang mantan 
Muslim, yang juga anak mantan pejabat di Kabupaten Poso)  berisi 
tentang hujatan kepada Nabi Muhamad, dengan menyebut Muhamad 
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bukanlah nabi apalagi Rasul. Makalah itu berlipat ganda dari tangan 
ketangan, hingga bara-bara kebencianantar agama mulai menjalar 
kemana-mana. 
14 Februari 1995, sebuah peristiwa yang menggetarkan warga Poso 
kembali terjadi. Sekelompok pemuda yang telah terlatih bela diri, berasal 
dari Desa Madale, desa pinggiran kota Poso, melakukan penyerbuan dan 
pelemperan terhadap sebuah mesjid dan sebuah sekolah madrasah di 
Desa Tegalrejo Poso. Tindakan sekelompok pemuda yang teridentifikasi 
beragama Kristen itu mendapat perlawan dan balasan dari pemuda 
Muslim dari kelurahan Tegalrejo dan kelurahan Lawanga Poso. Mereka 
membakar sebuah rumah warga desa Madale. Walaupun peristiwa itu 
belum menimbulkan reaksi secara besar-besaran dari warga kota Poso, 
namun pihak keamanan cepat melakukan antisipasi dini, karena gerakan 
kedua kelompok itu telah teridentifikasi mewakili dua agama besar, Islam 
dan Kristen. Pasukan Batalyon Kompi 711 yang rencananya akan 
diberangkatkan ke Irian Jaya terpaksa dibatalkan, karena melihat titik-titik 
rawan bakal meledak apabila antisipasi dini tidak dilakukan.Konflik-konflik 
”kecil” tersebut kala itu diredam oleh aparat keamanan Orde Baru, 
sehingga tak sampai melebar apalagi berlarut-larut. 
Memang, setelah peristiwa 1992 dan 1995, masyarakat kembali 
hidup secara wajar. Namun seiring dengan runtuhnya Orde Baru, lengkap 
dengan lemahnya peran ”aparat keamanan” yang sedang digugat 
disemua lini melalui berbagai isu, kerusuhan Poso kembali meletus, 
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bahkan terjadi secara beruntun dan bersifat lebih massif dan dalam waktu 
yang sangat panjang. 
Tiga tahun kemudian, 13 Desember 1998, atmosfer politik di 
Kabupaten Poso memanas. Pada saat itu Bupati Arif Patanga 
mengajukan surat berhenti sebagai Bupati Poso, karena telah berakhir 
masa jabatannya. Sejak itu pula, muncul pertarungan untuk 
memperebutkan kursi nomor satu di Kabupaten Poso yang kian kencang 
muncul ke permukaan. Pertarungan untuk menjadi Bupati Poso tidak 
sekedar menjadi pertarungan para elite politik semata, tapi pertarungan 
telah berkembang menjadi pertarungan yang mewakili calon Bupati dari 
kelompok Islam dan kelompok Kristen. 
Berakhirnya masa jabatan bupati lama dan dimulainya pemilihan 
bupati baru dan sekwilda baru membuka peluang pertarungan yang baru 
yang ternyata gagal diselesaikan secara politik. Maka pertarungan ini 
berubah, menjadi pertarungan fisik yang berdarah-darah. Untuk 
memperoleh kemenanangan para elite politk yang bersaing berasal dari 
dua komonitas agama terbesar. kemudian menggalang massa dukungan 
untuk melakukan tendensi-tendesi kepada lawan politik atas nama agama. 
Agama seolah-olah menjadi kendaraan dan alasan tendesius untuk 
kepentingan masing-masing.Implikasi kepentingan elite politik nasional, 
elite lokal dan  militer diduga juga menyulut terjadinya konflik horizontal 
yang berlarut sehingga sulit mencari titik temu penyelesaian yang tepat. 
Sehingga meletuslah konflik bernuansa SARA dikabupaten Poso, yang 
  6
terjadi pada tahun 1998 berlanjut hingga tahun 2001, melibatkan dua 
agama besar yaitu, Islam dan Kristen. 
Konflik bernuansa SARA ( Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan ) 
yang berlangsung di Kota Poso pada tahun 1998-2001 adalah konflik 
komunal yang terjadi diantara masyarakat. Dari persoalan-persoalan 
sepele berupa perkelahian antarpemuda. Solidaritas kelompok memang 
muncul dalam pertikaian itu, namun konteksnya masih murni seputar 
dunia remaja, yakni: isu miras dan isu tempat maksiat. Namun justru 
persoalan sepele ini yang akhirnya dieksploitasi oleh petualang politik 
melalui instrumen isu pendatang vs penduduk asli dengan dijejali oleh 
sejumlah komoditi konflik berupa kesenjangan sosio-kultural, ekonomi, 
dan jabatan-jabatan politik.  
Konflik diradikalisasi dengan bungkus ideologis keagamaan, 
sehingga konflik Poso yang semula hanya berupa tawuran berubah 
menjadi perang saudara antar komponen bangsa.Pertikaian yang terjadi 
menyerebak luas menjadi konflik agama antara masyarakat Islam dan 
Kristen. Saling serang antar kedua komunitas dan pembakaran tempat-
tempat ibadah, membuat masyarakat Poso terkotak-kotakan menjadi dua 
wilayah, Islam dan Kristen. Tidak sedikit korban yang berjatuhan di kedua 
belah pihak yang bertikai.  
Konflik 25 Desember 1998 terjadi menjelang pemilihan kepala 
daerah Kabupaten Poso. Momentum yang ada ini dimanfaatkan oleh 
berbagai elite-elit politik untuk menuju puncak kekuasaan, setelah selama 
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ini berada dibawah bayang-bayang marjinalisasi politik yang diterapkan 
pemerintah pusat. Para elite dan aktor politik mulai melakukan berbagai 
cara dan upaya untuk menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di 
Kabupaten Poso.Powersharing kembali menjadi tuntutan yang keras, 
setelah teracuhkan pada masa Orde Baru. Powersharing ini adalah 
pembagian kekuasaan terhadap komunitas yang kebetulan melibatkan 
dua agama besar yang diPoso. Bila Bupatinya beragama Islam, Sekretaris 
Daerah harus beragama Kristen atau sebaliknya jika Bupatinya berasal 
dari komunitas Kristen maka Sekertaris Daerahnya harus berasal dari 
komunitas Islam. Demikian pula posisi-posisi strategis lainnya, harus 
terjadi perimbangan dalam pengisian posisi kepala antara komunitas 
Islam dan Krisrten, seperti posisi kepala dinas dan sebagainya. 
Perebutan kekuasaan di wilayah politik yang berbasis pada 
kepentingan agama itu, pada akhirnya membuat harmoni warga menjadi 
terganggu. Transformasi struktural kemudian mengendap dalam 
kesadaran kolektif masing-masing umat beragama. Tepat pada saat inilah 
para warga setiap umat itu kemudian mulai bertarung.  
Persaingan posisi politik juga didampingi dalam persaingan 
memperebutkan sumber ekonomi dikabupaten Poso. Penguasaan sektor 
pertanian hingga sektor perdagangan, menjadi persaingan sengit, yang 
juga kebetulan melibatkan dari dua komunitas agama yang berbeda. 
Dari sinilah tampak sekali bahwa aktor-aktoryang terlibat dalam 
konflik sebenarnya sangat kompleks.  melibatkan elemen birokrat, para 
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pelaku ekonomi, serta kelolmpok kultur keagamaan, yang pada gilirannya 
melibatkan kekuatan-kekuatan dari luar Poso dengan segala 
kepentingannya, mulai aparat keamanan, birokrat daerah,pemerintah 
propinsi ataupun pemerintah pusat yang memanfaatkan persoalaan Poso 
untuk berbagai kepentingan. 
Berdasarkan pemaparan di atas, dengan munculnya beberapa 
masalah penyebab konflik yang melibatkan berbagai aktor, dan kelompok 
berusaha untuk memperebutkan dan meloloskan calonnya agar bisa 
menduduki jabatan Bupati Poso, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang “KONFLIK SARA DI KABUPATEN POSO 1998-2001” 
2. Rumusan Masalah 
 Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti 
mengenai “KONFLIK SARA DI KABUPATEN POSO TAHUN 1998-2001” 
maka penulis membatasinya pada persoalan berikut : 
Mengapa terjadi konflik SARA di Kabupaten Poso? 
3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan : 
Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya 
Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan di Kabupaten Poso. 
4. Manfaat Penelitian 
1.1 Manfaat Akademis : 
a. Menunjukkan bagaimana sehingga terjadi konflik Suku Agama 
Ras dan Antar Golongan yang terjadi di Kabupaten Poso. 
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b. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu 
politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik 
kontemporer. 
1.2 Manfaat Praktis : 
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang 
berminat dalam memahami realitas konflik Suku Agama Ras 
dan Antar Golongan yang terjadi di Kabupaten Poso. 
b. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana 
ilmu politik. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini yang akan dibahas ada 4 aspek yaitu : Suku Agama 
Ras dan Antar Golongan ( SARA ), Konflik, Kerangka Pemikiran dan 
Skema Pemikiran. Kempat hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut. 
1. Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) 
Suku Agama Ras dan Antar Golongan atau SARA adalah berbagai 
pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang 
menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan 
golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan 
pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan  dapat 
sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan 
kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. 
Suku Agama Ras dan Antar Golongan merupakan satu pendekatan 
sosiologi primordialistik. Tata nilai primordialistik dipergunakan untuk 
membatasi keinginan/ hasrat individu dalam satu tata nilai promodial 
kemudian tata nilai promodial dipersatukan dalam satu kesepakatan 
bersama dalam satu ketergantungan. Itu yang kemudian kita kenal 
dengan slogan : Bhineka Tunggal Ika.Bhineka Tunggal Ika yang diartikan 
aneka tata nilai dalam satu tujuan cita-cita kebangsaan yang sama atau 
satu.  
SARA dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu : 
1. Individual : merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh 
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individu maupun kelompok. Termasuk didalam kategori ini 
adalah tindakan maupun pernyataan bersifat menyerang, 
mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri 
maupun golongan. 
2. Instutisional : merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh 
suatu institusi, termasuk Negara, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah 
membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi 
maupun kebijakannya. 
3. Kultural : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide 
diskriminatif melalu struktur budaya masyarakat. 
Diskriminasi yang dimaksud merujuk kepada pelayanan yang tidak 
adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan 
karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi ini sering 
terjadi pada persoalan kekuatan ekonomi dan politik, dimana suatu 
kelompok berhasil menguasai kekuatan ekonomi atau politik dan tidak 
bersedia mendistribusikannya kepada kelompok lainnya. 
Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam 
masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk 
membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak 
adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan 
kepercayaan, aliranpolitik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga 
merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Diskriminasi dibedakan 
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menjadi dua, yaitu : Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan 
atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis 
kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang 
sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat 
netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. 
2. Konflik 
Konflik berasal dari kata kerja Latin configure yang berarti saling 
memukul. 1  Konflik, dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan 
sebagai percecokan, perselisihan, dan pertentangan.2 
Menurut Soerjono Soekanto, konflik merupakan suatu proses sosial 
dimana orang per-orangan atau kelompok berusaha untuk memenuhi 
tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman 
atau kekerasaan. Menurut Waltkins, konflik terjadi karena terdapat dua 
pihak yang bertikai dan keduanya yang potensial dapat saling 
menghambat.3 
Johan Galtung menjelaskan konflik dapat terjadi saat individu atau 
kelompok gagal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi 
kebutuhan tersebut terkait dengan kebutuhan prinsipil yang tidak dapat 
ditawar-tawar atau dikenal dengan non-negotible principle. Selanjutnya 
ketika individu merasa terancam kelangsungan hidup (survive), 
kesejahteraan (wellbeing), harga diri (identity), dan kebebasan (freedom),                                                         
1http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik diakses 16/03/2013 jam 04.37 
2  Hamzah Ahmad, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya:Fajar Mulia,1996), 
hal.208 
3  Robby I Chandra, Konflik dalam kehidupan sehari-hari (Yogyakarta: 
Kanisius,1992),hal.20 
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maka individu akan cenderung memperjuangkan untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, meskipun nyawa sebagai taruhannya. Dalam 
usahanya, individu membutuhkan belief dalam upaya mendukung 
tindakannya. Belief ini dapat berupa religion, ideology, partner, dan family 
(four basic needs).4 
Jadi dapat dikatakan bahwa konflik adalah pertentangan atau 
pertikaian yang terjadi antara dua atau lebih, baik individu atau kelompok 
yang disebabkan adanya perbedaan pendapat atau perbedaan tujuan 
sehingga ada keinginan pada salah satu pihak untuk menyingkirkan, 
menghancurkan, atau membuat tidak berdaya pihak lain yang dapat 
menghambat dan berusaha dominan atas pihak lain. 
Ted Robert Gur menyebutkan ada empat prasyarat yang harus 
terpenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat dikatakan sedang 
mengalami konflik, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :5 
1. Ada dua pihak yang terilbat 
2. Mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling 
memusuhi. 
3. Mereka menggunakan tindakan kekerasaan yang bertujuan 
menghancurkan, melukai, mengahalang-halangi lawannya. 
4. Interaksi yang bertentangan itu bersifat terbuka sehingga bisa 
dengan mudah dideteksi oleh pengamat independen.                                                         
4Hasrullah, Dendam Konflik Poso “Periode 1998-2001 (Jakarta:PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2009) hal, 18 
5 Maswadi Rauf, Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Politik (Jakarta:Direktorat 
Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,2000),hal 7 
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Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik 
destruktif dan konflik konstruktif. 
1. Konflik Destruktif, merupakan konflik yang muncul karena 
adanya perasaan yang tidak senang, rasa benci dan dendam 
dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada 
konflik ini terjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan nyawa 
dan harta benda. 
2. Konflik Konstruktif, merupakan konflik yang bersifat 
fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan 
pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu 
permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu 
konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan 
suatu perbaikan. 
Konflik dapat dibedakan menjadi dua yaitu :6 
1. Konflik yang berwujud kekerasan 
2. Tak berwujud kekerasan 
Konflik kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat yang 
belum memiliki konsensus mengenai dasar, tujuan, serta mekanisme 
penyelesaian konflik yang melembaga. Konflik ini cenderung memakan 
banyak korban, tingkat pendidikan serta ekonomi sangat mempengaruhi 
dan penyelesaian pun cenderung membutuhkan waktu yang sangat 
panjang. Sedangkan konflik yang tidak berwujud kekerasaan dapat                                                         
6  Ramlan Surabakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta:Gramedia 
Widiasarana,1999),hal 149 
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ditemui didalam masyarakat yang penyelesaian konflik yang melembaga. 
Dialaog serta mediasi oleh kedua belah pihak yang bertikai meminimalisir 
jatuhnya korban akibat konflik. Pihak-pihak yang bertikai lebih memilih 
menyelesaikan masalah dengan pertemuan sehingga terbentuk 
kesepakatan damai diantara mereka yang bertikai. 
Penyebab konflik pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kedua hal akan 
diuraikan lebih lanjut : 
1. Kemajemukan horizontal adalah struktural msyarakat yang 
majemuk secara kutural, seperti suku bangsa, daerah, agama 
dan ras. Kemajemukan horizontal ini sering menimbulkan 
konflik, karena msing-masing kelompok masyarakat tersebut 
memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan saling 
bertentangan 
2. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang 
terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan 
kekuasaan. 
Sementara itu Michael Brown membedakan antara penyebab utama 
(underlying) dan penyebab pendukung (proximate) terjadinya konflik 
etnis7. 
                                                        
7Jhon T. Ishiyama & Marijke Breuning. Ilmu Politik  dalam Paradigma Abad ke 21 
(Jakarta:Kencana P.M. Group,2013) hal, 237  
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Penyebab utama meliputi faktor-faktor struktural, politik, ekonomi dan 
social, dan faktor-faktor persepsual dan kultural. Penyebab pendukung 
meliputi empat jenjang pemicu konflik : faktor-faktor level massa internal 
(masalah-masalah domestic yang buruk), faktor-faktor level massa 
eksternal (ketetanggaan yang buruk), faktor-faktor elite level eksternal 
(tetanggaan yang buruk), faktor-faktor elite internal (pemimpin yang 
buruk). Baik penyebab utama maupun penyebab pendukung harus ada 
agar konflik berevolusi. 
Penyebab Utama : 
a. Faktor-faktor sturktural 
Negara lemah atau Negara gagalkerap kali merupakan titik awal bagi 
terjadinya konflik etnis. Sebagian besar negara-negara ini adalah 
produk artifisial (misalnya bekas, koloni) dan kekurangan legitimasi 
politik, mengandung batas-batas etnis yang sensitif dan memiliki 
institusi politik dan hokum yang efektif. Konflik kekerasan cenderung 
terjadi jika timbul perubahan-perubahan dalam situasi ekonomi suatu 
negara (misalnya pemutusan bantuan luar negeri, korupsi dan 
ketidakmampuan mempromosikan stabilitas ekonomi) yang 
menyebabkan memburuknya situasi politik dalam negara dan 
memicu mobilisasi kelompok etnis. Persaingan kelompok dapat 
memicu mobilisasi militer, yang mendorong kepada tindakan 
mempersenjatai seluruh kelompok etnis. Keadaan ini menimbulkan 
masalah keamanan, dengan mengambil langkah untuk 
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mempertahankan diri, kelompok etnis kerap kali mengancam 
keamanan kelompok etnis lain. 
Masalah keamanan etnis mencakup aspek-aspek keamanan fisik 
(ancaman kepada eksistensi kelompok), keamanan politik (rezim 
opresif, pengucilan dari partisipasi politik), keamanan ekonomi dan 
sosial (tidak ada kesempatan yang sama bagi kemajuan sosial dan 
ekonomi dari kelompok), keamanan budaya (asimilasi yang 
dipaksakan), dan keamanan lingkungan  (pengrusakan terhadap 
lahan dan sumber daya kaum minoritas). 
Geografis Etnis, distribusi georgarafis dan konsentrasi teritorial 
kelompok etnis dalam negara yang pluralitas, adalah faktor yang 
kedua menyebabkan terjadinya konflik etnis dengan kekerasan. 
Konflik etnik biasanya terjadi di negara-negara dengan kelompok 
etnis yang terkonsentrasi secara teritorial, yang terletak dekat 
dengan perbatasan atau dengan kerabat etnis dinegara yang 
berdekatan. Kelompok ini menunjukan tingkat organisasi yang tinggi 
dan kohesi kelompok baik dan dapat menggunakan wilayah bersama 
mereka sebagai basis perjuangan politik. 
b. Faktor-faktor Politik 
Konflik etnis khususnya rentan terjadi dinegara-negara dimana 
kelompok-kelompok etnis tidak terwakili secara proposional 
dipemerintahan, pengadilan, kepolisian, militer, partai politik dan 
institusi politik dan publik lainnya. Rezim otoriter satu partai dengan 
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legislasi yang diskriminatif, dan kurangnya kesempatan bagi 
kelompok etnis untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 
keputusan cenderung mendorong konflik etnis. Demorkasi liberal 
yang berfokus pada gagasan-gagasan inklusi, debat politik, dan 
upaya mencapai konsensus dikalangan semua partisipan dalam 
proses politik biasanya menggunakan langkah-langkah etnopolitik 
tanpa kekerasan dan oleh sebab itu mengurangi kemungkinan 
terjadinya pemberontakan dan perlawanan. 
Penyebab kedua adalah ideologi nasional yang ekslusif. 
Nasionalisme dan kewarganegaraan yang didasari oleh perbedaan 
etnis secara khusus berbahaya, karena ideologi itu cenderung 
berkembang dalam situasi ketidakpastian politik dan kebangkrutan 
ekonomi. Bentuk-bentuk ideologi nasional yang ekslusif mencakup 
fundamentalisme agama dan ekspresi supremasi dan fasisi. Ketiga, 
terjadinya konflik etnis dengan kekerasaan tergantung pada 
hubungan antar kelompok domestik yang stabil. Konflik kekerasan 
rentan terjadi jika klaim-klaim yang diajukan tidak kompatibel satu 
sama lain, kelompok-kelompok yang ada cukup kuat dan 
teroganisasi, tindakan mungkin dilakukan, kesuksesan kemungkinan 
dapat dicapai, dan kekhawatiran akan tekanan dan diskriminasi 
menjadi nyata. 
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c. Faktor-faktor Ekonomi 
Pembangunan ekonomi yang melambat, stagnasi, deteriorasi dan 
kolaps adalah sumber-sumber dengan stabilisasi negara dan dapat 
menjurus kepada meningkatnya ketegangan dan kompetisi 
dikalangan kelompok etnis. Persaingan untuk mendapatkan sumber 
daya alam yang terbatas adalah salah satu faktor yang utama 
memicu terjadinya konflik etnis. Selain itu, sistem ekonomi 
diskriminatif dengan kesempatan-kesempatan ekonomi yang tak 
setara, akses ke lahan dan sumber daya yang tidak merata, dan 
perbedaaan mencolok standar kehidupan akan menimbulkan 
keresahan dan memberikan kontribusi bagi meningkatnya 
ketegangan dan ketidakstabilan. Transisi ekonomi cepat (misalnya 
dari ekonomi yang direncanakan dan sentralistis menjadi ekonomi 
pasar) dan pembangunan pesat dapat meningkatkan ketidakstabilan 
karena dapat menciptakan kondisi-kondisi yang memicu migrasi 
domestik,urbanisasi dan perubahan masyarakat lainnya. Perubahan-
perubahan ini juga meningkatkan harapan akan keuntungan 
ekonomi dan politik yang dapat menimbulkan kekecewaan besar jika 
pengharapan itu tak terpenuhi. 
d. Faktor-faktor Sosial-Kultur 
Faktor-faktor kulutural seperti sejarah kelompok yang probelmatik, 
persepsi stereotip dan kekecewaan karena diskriminasi kultural, 
termasuk kesempatan pendidikan yang dibatasi, pembatasan legal 
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dan politik terhadap penggunaan bahasa minoritas dan larangan 
praktik agama dan kebudayaan, adalah penyebab-penyebab umum 
dari konflik etnis. Selain itu melemahnya bentuk-bentuk tradisional 
penyelesaian perselisihan seperti dewan tetua adat dapat mengubah 
lingkungan resolusi konflik karena perselisihan etnis. 
Penyebab Pendukung : 
Penyebab pendukung dapat dikategorika menurut (a) apakah 
penyebab itu dipicu oleh faktor-faktor level elite atau level massa (b) 
apakah penyebab itu dipicu oleh perkembangan internal atau eksternal. 
Mengidentifikasi empat tipe pendukung pokok penyebab pendukung 
terjadinya konflik etnis ; 
a) Faktor level massa internal menciptakan masalah-masalah domestik 
yang buruk, serta pembangunan ekonomi yang cepat, modernisasi, 
pola-pola diskriminasi politik atau ekonomi dan migrasi internal 
(urbanisasi). 
b) Faktor level massa eksternal, politik radikal dapat menimbulkan efek 
menular, difusi dan limpahan dan menimbulkan suasan 
ketetanggaan yang buruk. 
c) Faktor level elite internal mencakup pertarungan kekuasaan oleh 
pemimpin berbagai kelompok, kontenstasi ideologi mengenai 
bagaimana seharusnya negara diorganisasi dan pembasmian 
kriminal. Para pemimpin memiliki kemampuan untuk memainkan 
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kartu etnis yang dapat menyebabkan ketegangan diantara kelompok 
etnis. 
d) Faktor level elite eksternal adalah hasil dari keputusan pemerintah 
untuk memicu konflik dinegara-negara tetangga yang lemah atas 
dasar alasan-alasan politik, ekonomi, keamanan maupun ideologi. 
3.Teori Konflik 
Teori konflik adalah satu perspektif didalam sosiologi yang 
memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari 
bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan 
yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha menaklukkan 
komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh 
kepentingan sebesar-besarnya.8 
3.1 Teori konflik menurut Ralf Dahrendorf 
Menurut Ralf Dahrendorf ada dua macam tataran konflik. Yang 
petama adalah konflik laten, dimana pertentangan untuk memenuhi 
kebutuhan tidak terwujud dalam konflik terbuka, dan yang kedua adalah 
konflik manifest, yaitu jika konflik yang pertama tadi mewujud 
kedalampertikaian terbuka9. Dahrendorf juga menyatakan ada hubungan 
yang erat antara konflik dengan perubahan seluruh aktifitas, inovasi dan 
perkembangan dalam kehidupan kelompok dan masyarakat disebabkan 
                                                        
8  Bernard Ravo SVD, Teori Sosiologi Modern (Jakarta:Prestasi 
Pustakaraya,2007), hal 71 
9 Ralf Dahrendorf, dalam bukunya Soeryono Soekanto, sosiologi ; suatu 
pengantar (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persadahal,1995),hal111 
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terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok individu dan individu 
serta antara emosi di dalam individu.10 
Dahrendorf berkata bahwa, konflik berfungsi untuk menciptakan 
perubahan dan perkembangan. Dia mengatakan bahwa sekali kelompok-
kelompok yang bertentangan muncul maka mereka akan telibat dalam 
tindakan-tindakan yang mengarah pada perubahan di dalam struktur 
sosial, jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Jika 
konflik itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan, maka perubahan 
struktural akan terjadi secara tiba-tiba. 
Dahrendorf menjelaskan bahwa konflik sosial mempunyai sumber 
struktur, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur 
organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat 
dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada 
namun demikian, dalam interaksi antar masyarakat juga terjadi 
kesepakatan atau kerjasama yang sering disebut dengan konsesus. 
Dahrendorf juga mengatakan bahwa masyarakat bersisi ganda, yakni 
memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama sehingga dalam memperebutkan 
kekuasaan politik, elit dan kelompok elit akan menghadapi dua kondisi, 
yakni konflik dan konsensus. Di satu sisi, elit politik akan menghadapi 
perbedaan, persaingan dan pertentangan dengan elit lainnya, di sisi lain 
juga memungkinkan terjadinya kerjasama atau konsensus di antara elit 
politik. Terjadi tawar menawar antar elit politik yang saling 
                                                        
10  ibid 
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menguntungkan, sehingga kebutuhan dan kepentingan setiap elit politik 
terakomodasi. 
Timbulnya konflik menurut pandangan Ralf Dahrendorf berawal dari 
orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi 
bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi para elit 
yang mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu 
dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana 
para penghuni menjadi sasaran perintah. 
 Jadi, secara umum ada dua tujuan dasar setiap konflik, yakni 
mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk 
mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang hidup 
bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber-sumber tertentu baik 
yang bersifat materil-jasmaniah maupun spiritual-rohaniah untuk dapat 
hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Yang ingin diperoleh 
oleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan 
kepentingannya. 
Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama 
ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia 
ingin memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya 
mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi 
sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya harga 
diri, keselamatan hidup, dan keluarganya, tetapi juga wilayah atau daerah 
tempat tinggal, kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan 
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mempertahankan diri tidak menjadi monopoli manusia saja karena 
binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. 
Berdasarkan deskripsi di atas, disimpulkan dalam setiap situasi 
konflik selalu akan bertemu berbagai tujuan. Dengan asumsi ini, dibuat 
kategorisasi tujuan konflik sebagai berikut : 
1. pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, 
yakni sama-sama berupaya mendapatkan. 
2. di satu pihak, hendak mendapatkan, sedangkan di pihak lain, 
berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki. 
3.2 Teori konflik menurut Fisher 
Fisher menyatakan konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua 
pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa 
memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan.11 
Fisher, dkk menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk 
menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. 
Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan 
dan kekerasan yang berbeda, tahapan-tahapan ini adalah :  
1. Pra-Konfik : merupakan periode dimana terdapat suatu 
ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, 
sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan 
umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin 
mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat                                                         
11 www.crayonpedia.org/mw/bab_6_konflik_sosial diakses 16/03/2013 pukul 
04.50 wita 
  25
ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan atau 
keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. 
2. Konfrontasi : pada saat ini konflik mejadi semakin terbuka. 
Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin 
para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau 
perilaku konfrontatif lainnya. 
3. Krisis : ini merupakan puncak konflik ketika ketegangan dan 
kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini 
merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua 
pihak terbunuh. Komunitas normal diantara kedua pihak 
kemungkinan putus pernyataan-pernyataan umum cenderung 
menuduh dan menentang pihak lainnya. 
4. Akibat : kedua pihak mungkin setuju bernegoisasi dengan 
atau tanpa perantara. Satu pihak yang mempunyai otoritas 
atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan 
memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian. 
5.  Pasca-konflik : akhirnya situasi diselesaikan dengan cara 
mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan 
berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara 
kedua pihak. 
Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena 
sasaran mereka saling bertentangan. 
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Pola konflik menurut Fisher dibagi ke dalam tiga bentuk : (1) Konflik 
laten sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga 
dapat ditangani secara efektif. (2) Konflik manifest atau terbuka adalah 
konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan bebagai 
tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. 
(3) Konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan 
muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat 
diatasi dengan menggunakan komunikasi. 
Fisher beranggapan bahwa konflik sosial memiliki dampak yang 
bersifat positif dan negatif. Adapun dampak positif dari konflik sosial 
adalah sebagai berikut : (1) Konflik dapat memperjelas berbagai aspek 
kehidupan yang masih belum tuntas. (2) Adanya konflik menimbulkan 
penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat. (3) Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara angota 
kelompok. (4) Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap 
individu atau kelompok. (5) Konflik dapat memunculkan kompromi baru. 
Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik sosial adalah 
sebagai berikut : (1) Konflik dapat menimbulkan keretakan hubungan 
antara individu dan kelompok. (2) Konflik menyebabkan rusaknya 
berbagai harta benda dan jatuhnya korban jiwa. (3) Konflik menyebabkan 
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adanya perubahan kepribadian. (4) Konflik menyebabkan dominasi 
kelompok pemenang.12 
4. Kerangka Pemikiran 
Konflik SARA adalah pertentangan yang terjadi diantara komunitas 
yang bertikai oleh karena persinggungan nilai primodial Suku, Agama, 
Ras dan Antar Golongan yang merupakan identitas suatu kelompok 
masyarakat. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena 
karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, 
aliranpolitik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga merupakan 
dasar dari tindakan diskriminasi. Akan melakukan berbagai upaya untuk 
kembali mendapatkan nama baik kelompok tersebut. 
Konflik Suku Agama Ras dan Aliran yang terjadi di Kabupaten Poso 
adalah sebuah konflik yang cukup kompleks ditinjau dari akar 
permasalahannya. Berakar dari masalah ekonomi antara penduduk asli 
dengan pendatang, peralihan lahan pertanian yang menurut penduduk asli 
adalah tanah ulayat mereka tapi kemudian diambil alih oleh para 
pendatang dan kemajuan yang dialami para pendatang disektor 
perdagangan menimbulkan kesenjangan social antara penduduk asli dan 
para pendatang. Masalah politik, perebutan jabatan struktural dan politis 
berdasarkan agama antara penduduk asli dan para pendatang yang 
kebetulan memang mewaliki satu komunitas agama. Serta masalah sosial 
budaya, yaitu perubahan komposisi penduduk, kedatangan para                                                         
12 Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. International 
conflict and behavioral science: the craigville papers. New York: Basic Books. 
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pendatang membuat para penduduk asli, komposisi penduduk berubah, 
menjadikan penduduk asli merasa terpinggirkan. 
Berbagai akar permasalahan tersebut, kemudian dieksploitasi 
menjadi sebuah konflik agama, antara penduduk asli yang mayoritas 
beragama Kristen berhadapan dengan pendatang yang mayoritas 
beragama Islam. Bersamaan dengan momentum pemilihan Bupati Poso 
tahun 1998 dan pemilihan Sekretaris Daerah tahun 2001, para oknum 
politik yang kalah dalam pemilihan tersebut memanfaatkan pertikaian 
antara pemuda yang kebetulan berbeda agama yang terjadi akhir 
Desember 1998 menjadi awal pemicu konflik SARA di Kabupaten Poso. 
Jika melihat dari akar permasalahan yang dijelaskan diatas, konflik 
SARA yang terjadi dikabupaten poso, tidak lain adalah mengenai sumber 
kekuasan, seperti yang dijelaskan Ralf Dahrendrof disetiap konflik selalu 
bertujuan yaitu : 
1) pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang 
sama, yakni sama-sama berupaya mendapatkan sumber 
kekuasaan. 
2) disatu pihak, hendak mendapatkan sedangkan dipihak lain, 
berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki. 
Adapun gambaran umum konflik yang terjadi di Kabupaten Poso 
adalah konflik yang berwujud kekerasan, karena konflik yang terjadi itu 
berwujud pada kekerasan yang menimbulkan perkelahiandan bentrokan 
fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. 
  29
5. Skema Kerangka Pikir 
Dari kerangka pikir di atas, maka dibuatlah skema sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor-faktor Penyebab Konflik : 
1. Persaingan politik, yaitu perebutan jabatan Bupati dan 
Sekertaris Daerah Kabupaten Poso. 
2. Persaingan dibidang ekonomi antara penduduk asli dan 
pendatang. 
3. Pergeseran struktur-sosial budaya serta komposisi 
penduduk asli dan pendatang. 
Konflik SARA 1998-2001 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek, yaitu : Lokasi dan 
Waktu Penelitian, Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian, Sumber 
Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Kelima hal 
tersebut akan diuraikan lebih lanjut. 
1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan sebenarnya hampir 
terjadi diseluruh Kabupaten Poso. Namun karena Kabupaten Poso 
memilki wilayah yang cukup luas maka dengan pertimbangan tersebut, 
lokasi penelitian dikhususkan di kota Poso untuk menganalisa konflik 
tersebut secara lebih mendalam dan komprehensif. Kota Poso sebagai 
pusat awal mulanya terjadi konflik dan merupakan pusat dimana konflik 
yang paling besar terjadi diantara wilayah lainnya. 
Berangkat dari hal itu fokus penelitian dilakukan di KecamatanPoso 
Kotadan di Kecamatan Pamona Pusalemba (kota Tentena)yang 
merupakan dua wilayah yang menjadi basis massa pada saat terjadinya 
konflik dan keduanya berbeda agama. Kota Poso menjadi basis kelompok 
Islam dan Kota Tentena menjadi basis kelompok Kristen.Rentan waktu 
yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini selama dua bulan 
yaitu dari Bulan Juni hingga Bulan Juli  tahun 2013. 
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2. Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian 
a. Pendekatan Penelitian 
Pendekataan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif. Menurut Poerwandari penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang 
sifatnya deskriptif. Dalarn penelitian kualitatif perlu menekankan 
pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi 
penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang 
realitas dan kondisi kehidupan nyata.13 
Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang 
dapat mendukung penganalisaaan yang lebih mendalam terhadap 
gejala yang terjadi, misalanya perspektif fenamologi yang 
memandang perilaku dan budaya suatu masyarakat sebagai 
produk dan bagaimana orang melakukan penafsiran terhadap 
dunia mereka sendiri, sehingga tugas dari peneliti adalah 
menangkap dan menjelaskan secara ilmiah proses tersebut. 
“Fenomenologi mempercayai bahwa realitas adalah hasil 
konstruksi social dan realitas juga merupakan hasil berbagi 
pengalaman berinteraksi antara satu orang dengan orang lain.”14 
Dikarenakan kajiannya adalah fenoma masyarakat yang 
selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan                                                         
13 Poerwandari, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Cipta Pustaka, 1998, hal. 
19 
14 Prasetya Irawan, Penelitian Kwalitatif dan Kwantitatif untuk ilmu-ilmu social 
(Jakarta:DIA FISIP UI, 2006), hal 13 
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menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan 
analisa yang lebih mendalam lebih dari sekedar penelitian 
kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data.Peneliti 
melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam 
dengan informan yang sangat memahami permaslaahan yang 
diteliti. 
b. Tipe penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan 
dengan argument yang tepat. Dimana penelitimenggambarkan atau 
melukiskan situasi berdasarkan data yang diperoleh secara 
terperinci sesuai permaslaahan yang ditetapkan dalam penelitian 
ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan secara 
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun 
demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang 
situasi atau kejadian yang sudah berlangsung penelitian deskriptif 
juga dirancang untuk membuat komparasai maupun untuk 
mengetahui hubungan atas satu variable kepada variable lainnya. 
3. Informan Penelitan 
Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive yaitu memilih 
informan secara sengaja yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu : 
1. Tokoh agama atau tokoh pemuda yang pernah terlibat secara 
langsung dalam konflik tersebut (Islam/Kristen). 
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2. Akademisi yang dianggap mempunyai pengetahuan terhadap 
konflik yang tersebut. 
Tabel.I 
Narasumber Jabatan 
 
H. Mih. Adnan Arsal 
Pdt. AR. Tobondo 
FW Sowolino 
Irwan Waris 
Iskandar Lamuka 
 
Ketua FSPUI 
Mantan Ketua SINODE 
Ketua AMSIMAR 
Akademisi UNTAD 
Ketua LPMS 
 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan 2 cara, yaitu : 
a. Data Primer 
Observasi : Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara 
langsung untuk memperoleh data yang sekiranya mendukung dan 
melengkapi materi atau yang diperoleh dari wawancara yang 
dilakukan dengan para responden.Peneliti turun langsung ke Kota 
Poso dengan lokasi penelitian dua daerah yang menjadi basis 
masa dua kelompok yang bertikai, yaitu Kota Poso dan Kota 
Tentena untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti 
rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan dilapangan 
Wawancara Mendalam : Sesuai dengan dasar penelitian yang 
dilaksanakan yaitu studi kasus, maka cara pengumpulan data 
dengan wawancara sangat tepat sebab kemungkinan untuk 
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memperoleh informasi lebih detail dari objek yang diteliti. 
Wawancara mendalam dilakukan dalam penelitian ini melalui dua 
cara yaitu : 
 Wawancara Face to face. Dimana cara ini dilakukan untuk 
memperoleh data ygn sifatnya pribadi (covert behavior). 
 Wawancara Kolektif. Wawancara secara kolektif dilakukan 
untuk memperoleh data yang sifatnya historik sejarah. 
b. Data Sekunder 
Data ini diperoleh dari study keputusan melalui data literature yang 
telah ada. Study keputuskaan dimaksud untuk memperoleh teori, 
konsep maupun keterangan-keterangan melalui hasil penelitian, 
buku-buku, majalah, atau bahan-bahan yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
5. Teknik Analisa 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara 
kualitatif yaitu dengan mengumpulkan kemudian penyeleksian untuk 
dikelopokkan, selanjutnya dilakukan analisis kualitatif, kemudian disajikan 
secara deskriptif. Deskriptif adalah dimaksudkan untuk mengeksplorasi 
dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social, dengan 
jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan 
masalah yang diteliti. Setelah data yang dikategorisasikan tersebut 
diyakini kebenarannya, selanjutnya dilakukan interpretasi data. Hal-hal 
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umum dan khusus dari interpretasi data yang kemudian dikaitkan dengan 
masalah dan tujuan penelitian dapat dijadikan sebuah kesimpulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  36
BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Gambaran dari lokasi penelitian sangat menunjang dalam 
memetakan strategi dalam melihat sesuatu, selain sebgai salah satu 
penunjang dalam pengumpulan data juga dapat memeberikan gambaran 
terperinci kondisi social budaya serta yang lainnya. 
1. Sejarah Kabupaten Poso 
Poso adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, 
yang memiliki sejarah panjang. Raja-raja yang ada didaerah tersebut 
ternyata tidak lepas dari terbentuknya kabupaten ini. Pada mulanya 
penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah kekuasaan 
Pemerintahaan Raja-Raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja 
Mori, Raja Mori, Raja Una-Una dan Raja Bungku yang satu sama lain 
tidak ada hubungannya.  
Keenam wilayah kerajaan tersebut tersebut dibawah pengaruh tiga 
kerajaan, yakni : Wilayah bagian selatan tunduk kepada Kerajaan Luwu 
yang berkedudukan di Palopo, sedangkan wilayah bagian utara tunduk 
dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (daerah 
Kabupaten Donggala) dan khusus wilayah bagian timur, yakni daerah 
Bungku termasuk daerah kepulauan tunduk kepada Raja Ternate15. 
Sejak tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian 
Utara mulai menguasai Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur 
                                                        
15BPS “Kabupaten Poso dalam Angka” 2012 
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berusaha melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah 
Poso.Tahun 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah telah dikuasai oleh 
Hindia Belanda dan mulailah disusun pemerintahan sipil.  
Pemerintah Belanda wilayah Poso pada tahun 1905-1918 terbagi 
dalam dua kekuasaan pemerintah, sebagian masuk wilayah Keresidenan 
Manado, yakni Onderafdeeling (kewedanan) Kolonodale dan Bungku, 
sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaannya tetap 
dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gabieden (wilayah 
kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan 
Belanda yang disebut Self Bestuure  atau Peraturan adat kerajaan (hukum 
adat). 
Pada 1919 seluruh wilayah Poso digabungkan dalam wilayah 
Keresidenan Manado dimana wilayah Sulawesi Tengah terbagi dalam 
wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu : Afdeeling Donggala dengan ibu 
kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya Poso yang 
dipimpin maing-masing asisten residen. 
Sejak 2 Desember 1948, daerah otonom Sulawesi Tengah terbentuk 
yang meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan Donggala 
dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya Poso, yang terdiri dari tiga 
wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu 
Kontroleur atau Hood Van PoltselykBesture (HPB) 16 . Ketiga Onder 
                                                        16http://id.wikipedia.org/Kab.Poso 
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Afdeeling ini meliputi beberapa Landschap dan terbagi dengan beberapa 
distrik, yakni : 
1. Onder Afdeeling Poso, meliputi : 
- Landschap Poso Lage berkedudukan di Poso 
- Landschap Lore berkedudukan di Wanga 
- Landschap Tojo berkedudukan di Ampana 
- Landschap Una-Una berkedudukan di Una-Una. 
2. Onder Afdeeling Bungku dan Mori, meliputi : 
- Landschap  Bungku berkedudukan di Bungku 
- Landschap Mori berkedudukan di Mori. 
3. Onder Afdeeling Luwuk, meliputi : 
- Landschap Banggai berkedudukan di Luwuk 
4. Onder Afdeeling Donggala. 
5. Onder Afdeeling Palu. 
6. Onder Afdeelig Toli-toli. 
7. Onder Afdeeling Parigi. 
Kemudian pada tahun 1949 setelah realisasi pembentukan Daerah 
Otonom Sulawesi Tengah disusul dengan pembentukan Dewan 
Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah. Pembentukan Daerah Otonom 
Sulawesi Tengah merupakan tindak lanjut dari hasil muktamar raja-raja 
se-Sulawesi Tengah pada tanggal 13-14 Oktober 1948 di Parigi yang 
mencetuskan suara rakyat se-Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan 
Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT).  
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Sulawesi Tengah dapatberdiri sendiri dan ditetapkan bapak Rajawali 
Pusadan ketua Dewan Raja-raja sebagai Kepala Daerah Otonom 
Sulawesi Tengah. 
Selanjutnya, melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi 
Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah yang 
dipimpin oleh A.Y.Binol pada tahun 1952 dikeluarkan PP No.33 tahun 
1952tentang pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri 
dari Onder Afdeeling Poso, Luwuk, Banggai dan Kolonodale dengan 
ibukotanya Poso dan daerah Otonom Donggala meliputi Onder Afdeeling 
Donggala, Palu, Parigi dan Toli-Toli dengan ibukotanya Palu. 
Pada tahun 1959 berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 
1959, Daerah Otonom Poso dipecah menjadi 2 (dua) derah Kabupaten 
yakni Kabupaten Poso dengan ibukotanya Poso dan Kabupaten Luwuk 
Banggai dengn ibukotanya Luwuk. 
Pada tahun 1999 daerah Kabupaten Poso dipecah menjadi 2 (dua) 
daerah Kabupaten, yaitu: Kabupaten Poso dengan ibukotanya Poso dan 
Kabupaten Morowali dengan ibukotanya Kolonodale. Dan tahun 2004 
daerah kabupaten Poso dipecah kembali menjadi 2 (dua) daerah 
kabupaten yaitu kabupaten Kabupaten Poso dengan ibukotanya Poso dan 
Kabupaten Tojo Una-una dengan ibukotanya Ampana. Dan tahun 2004 
daerah Kabupaten Poso dipecah kembali menjadi 2 (dua) daerah yaitu 
Kabupaten Poso dengan Ibukotanya Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una 
dengan Ibukotanya Ampana. 
  40
2. Kondisi Geografis 
a. Wilayah Kabupaten Poso 
Kota Poso adalah ibu kota Kabupaten poso yang berada diprovinsi 
Sulawesi Tengah. Wilayah Kabupaten Poso membentang dari arah 
tenggara ke barat daya dan melebar dari arah barat ke timur. Posisi 
Kabupaten Poso terletak ditengah-tengah pulau Sulawesi yang 
merupakan jalur strategis yang menghubungkan Sulawesi Utara dengan 
Sulawesi Selatan serta Sulawesi Tenggara. 
Letak wilayah Kabupaten  Poso dapat dilihat dari berbagai aspek, 
antara lain letak Astronomis, letak geografis dan letak geologis. 
a) Letak Astronomi 
Berdasarkan garis lintang dan garis bujur wilayah Kabupaten Poso 
terletak pada kordinat 1 06’ 44, 892”- 2 12’ 53,172” Lintang Selatan 
dan 120 05’ 96” – 120 52’ 4,8” Bujur Timur17. Berdasarkan letak 
astronomisnya, panjang wilayah Kabupaten Poso dari ujung barat 
sampai ujung timur diperkirakan jaraknya kurang lebih 86,2 KM dan 
lebarnya dari utara ke selatan dengan jarak kurang lebih 130 KM. 
b) Letak Geografis 
Dilihat dari posisinya dipermukaan bumi letak wilayah Kabupaten 
Poso secara umum terletak dikawasan hutan dan lembah. 
Kawasan lainnya terletak di pesisir pantai yang sebagian terletak 
diperairan Teluk Tomini dan Teluk Tolo. 
                                                        
17 BPS “Kabupaten Poso dalam angka 2012” 
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c) Letak Geologis 
Secara geologis wilayah Kabupaten Poso terletak pada deretan 
pegunungan lipatan, yakni Pegunungan Fennema dan Tineba di 
bagian barat, Pegunungan Takolekaju dibagian barat daya, 
Pegunungan Verbeek dibagian tenggara, Pegunungan Pompangeo 
dan Pegunungan Lumut dibagian timur laut. 
b. Luas Wilayah 
Luas wilayah Kabupaten Poso diperkirakan sekitar 8.712,25 KM2 
atau 12,81 persen dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah. Bila 
dibandingkan dengan luas daratan kabupaten yang ada di Provinsi 
Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso menempati urutan keempat. 
Berikut Perbandingan Luas Daratan Kabupaten Poso dengan 
Kabupaten Lainnya di Sulawesi Tengah, 2012 
Tabel II 
No Kabupaten / Kodya Luas (KM2) Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Morowali 
Banggai Kepulauan 
Banggai 
Poso 
Donggala 
Toli-toli 
Buol 
Palu 
Parigi Moutong 
Tojo Una-Una 
15.490, 12 
3.214, 46 
9.672, 70 
8.712, 25 
10.471, 71 
4.079, 77 
4.043, 57 
395, 06 
6.231, 85 
5.721, 51 
22,77 
4,72 
14,22 
12,81 
15,39 
6,00 
5,94 
0,58 
9,16 
8,41 
Sumber : BPS Kabupaten Poso dalam Angka 2012 
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c. Batas Wilayah 
Wilayah Kabupaten Poso dibatasi oleh batas alam yakni kawasan 
pantai dan pegunungan / perbukitan dengan batas administratif sebagai 
berikut : 
 Sebelah Utara : bebatsan dengan Teluk Tomini dan Provinsi 
Sulawesi Utara 
 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Sebelah Timur  : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo 
Una-Una dan Kabupaten Morowali. 
 Sebelah Barat  : bebatasan dengan wilayah Kabupaten Sigi dan 
Kabupaten Parigi Moutong. 
Pada belahan utara wilayah ini terdiri dari Kecamatan-kecamatan 
Poso Pesisir, Poso Kota, Lage dimana sebagian wilayah berbatsan 
dengan pantai Teluk Tomini. Dibelahan timur adalah sebagian Pamona 
Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Morowali dan sebagian Lage 
berbatsan dengan kecamatan Tojo Una-una. Dan pada belahan barat 
terdiri dari Kecamatan Lore Utara, Lore Tengah dan Lore Barat yang 
berbatasan dengan wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi 
Moutong. Sedangkan Kecamatan Pamona Selatan dan Lore Selatan 
sebagian wilayahnya berbatsan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. 
Wilayah Kabupaten Poso sebagian besar merupakan kawasan 
pegunungan dan perbukitan, maka ketinggian wilayah pada umumnya 
berada diatas 500meter dari permukaan laut. 
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3. Kependudukan 
Jumlah penduduk Poso pada tahun 2012 mencapai 226.389 jiwa. 
Jumlah penduduk laki-laki mencapai 117.667 jiwa, sementara jumlah 
penduduk perempuan 108.722 jiwa 18 . Jika di bandingkan tahun 2011 
jumlah penduduk kabupaten Poso bertambah bertambah 6,23 persen atau 
sebanyak 13.293 jiwa. Pesatnya pertambahan penduduk menunjukan 
meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Poso. 
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat 
kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk 
tercatat 26 jiwa/Km2, dengan luas wilayah Kabupaten Poso 8.712,25 Km2. 
Kecamatan Poso Kota merupakan daerah yang memiliki penduduk 
terpadat yaitu 1.712 jiwa/Km2dengan luas area 12,8 Km2, sementara 
Kecamatan Lore Tengah memilki penduduk terjarang sekitar 4 
jiwa/Km2dengan luas area 976,37 Km2. Berdasarkan kepadatan penduduk 
pada tingkat kecamatan dapat dilihat sebagian besar penduduk terpusat di 
ibukota kabupaten yaitu sebesar 9,68% dengan 21.910 jiwa, diikuti 
Kecamatan Poso Pesisir sebesar 9,61% dengan jumlah penduduk 21.746 
jiwa dan Kecamatan Pamona Selatan sebesar 8,78% dengan jumlah 
penduduk 19.880 jiwa. 
Rasio jenis kelamin di Kabupaten Poso tahun 2012 adalah sebesar 
108, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk 
laki-laki atau jumlah penduduk laki-laki masih lebih dominan dari 
                                                        
18BPS “Kabupaten Poso dalam Angka” 2012 
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penduduk perempuan. Demikian juga terjadi pada tingkat kecamatan, 
terkecuali kecamatan Poso Kota Selatan, jumlah laki- laki lebih banyak 
daripada penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di di 
Kecamatan Lore Timur yaitu sebesar 121.Sementara jumlah rumah 
tangga di Kabupaten Poso sekitar 54.036 rumah tangga, dengan rata-rata 
jumlah penduduk tiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Jumlah rumah 
tangga terbanyak terdapat di Kecamatan Poso Kota, sekitar 5.037 rumah 
tangga. 
Secara demografis Kabupaten Poso memiliki penduduk yang sangat 
plural dan memiliki perkembangan penduduk yang dapat dikatakan tinggi. 
Dampak dari ekonomi dalam bidang perdagangan dan transmigrasi serta 
imigrasi secara spontan menyebabkan daerah Poso tidak hanya dialami 
oleh suku/agama tertentu melainkan pertemuan dari beberapa 
suku/agama.Suku Bugis, Makassar, Jawa, Gorontalo yang merupakan 
mayoritas beragama Islam. Suku Minahasa, Toraja dan Tionghoa yang 
merupakan mayoritas beragama Kristen. Suku Bali meurpakan mayoritas 
beragam Budha dan Hindu serta suku2 lainnya. Yang menonjol dalam  
persoalan jumlah diantara penduduk pendatang adalah seperti, suku 
bugis, gorontalo, jawa dan bali. 
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Tabel III 
Jumlah Penduduk Pendatang 
Suku Jumlah Penduduk 
Bali 6.384 Jiwa 
Bugis 11.802 Jiwa 
Gorontalo 15.723 Jiwa 
Jawa 7.243 Jiwa 
Sumber : BPS Kabupaten Poso tahun 2004 
4. Potensi Kabupaten Poso 
Sebagian besar wilayah di Kabupaten Poso memiliki tanah yang 
subur dengan curah hujan yang relatif tinggi, sektor ini menjadi andalan 
masyarakat. Disamping itu sektor pertanian juga merupakan penunjang 
sektor lainnya seperti sektor industri, perdagangan, serta jasa lainnya.  
Wilayah Kabupaten Poso memiliki berbagai jenis sumberdaya alam 
sebagai aset daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan guna 
menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pendapatan 
daerah dalam rangka otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. 
Beberapa wilayah potensial yang terdapat di Kabupaten poso tersebar di 
berbagai kecamatan.  
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Tabel IV 
Sumber Daya Kabupaten Poso 
No Sektor Sumber Daya 
1 Sektor Pertanian 
Padi sawah, coklat, cengkeh dan 
kelapa. 
2 Sektor Industri Industri pengolahan kayu eboni. 
3 Sektor Pariwisata 
Danau Poso, patung megalit, air terjun 
dan taman anggrek. 
4 
Sektor Perikanan 
Kelautan 
Perikanan laut dan perikanan  darat. 
5 
Sektor Energi dan 
Pertambangan 
Emas, perak, tembaga, belerang, tanah 
urug, batu gamping, marmer, fosfat, 
lempung, biji besi, PLTA. 
Sumber : Kabupaten Poso dalam angka 2012 
5. Agama 
Searah dengan kebijaksanaan pembangunan, pelayanan kehidupan 
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 
ditumbuhkembangkan dalam membina kehidupan masyarakat serta 
mengatasi berbagai masalah sosial budaya. 
Pada tahun 2011 sarana tempat ibadah yang ada bagi ummat Islam 
sebanyak 205 buah, tempat ibadah ummat Kristen 450 buah, Katholik ada 
19 buah dan ummat Hindu 46 buah. Dari sebanyak tempat ibadah 
tersebut telah disiapkan pula tenaga kerohanian disetiap kecamatan. 
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Tabel. V 
Presentase Pemeluk Agama Menurut Kecamatan Tahun 2012 
Kecamatan Islam Kristen Katolik Hindu Budha 
Pamona Selatan 
Pamona Barat 
Pamona Tenggara 
Pamona Utara 
Pamona Pusalemba 
Pamona Timur 
Lore Selatan 
Lore Barat 
Lore Utara 
Lore Tengah 
Lore Timur 
Lore Peore 
Poso Pesisir 
Poso Pesisir Selatan 
Poso Pesisir Utara 
Poso Kota 
Poso Kota Selatan 
Poso Kota Utara 
Lage 
42.55 
0.84 
0.50 
1.14 
- 
3.54 
2.89 
2.48 
47.35 
4.78 
34.25 
10.95 
78.77 
13.86 
54.21 
98.48 
17.27 
83.71 
26.77 
55.00 
54.41 
94.70 
97.11 
- 
95.94 
96.73 
97.21 
51.99 
92.77 
46.66 
79.39 
20.90 
66.25 
19.16 
1.12 
80.90 
14.27 
72.85 
0.78 
2.00 
0.00 
0.27 
- 
0.26 
0.38 
0.00 
0.60 
2.46 
3.04 
0.00 
0.13 
0.34 
0.81 
0.00 
1.39 
1.48 
0.24 
1.67 
41.75 
1.97 
1.42 
- 
0.27 
0.00 
0.00 
0.06 
0.00 
16.05 
9.66 
0.20 
19.55 
25.82 
0.38 
0.44 
0.53 
0.15 
0.00 
0.00 
2.83 
0.06 
- 
0.00 
0.00 
0.31 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
Jumlah 39.26 55.17 0.57 4.87 0.13 
Sumber : BPS Kabupaten Poso dalam angka 2012 
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Tabel. VI 
Tempat Ibadah Agama Menurut kecamatan Tahun 2011 
Kecamatan Islam Kristen Katolik Hindu Budha 
Masjid Mush
ola 
Gereja Gereja Pura Wihara 
Pamona Selatan 
Pamona Barat 
Pamona Tenggara 
Pamona Utara 
Pamona Pusalemba 
Pamona Timur 
Lore Selatan 
Lore Barat 
Lore Utara 
Lore Tengah 
Lore Timur 
Lore Peore 
Poso Pesisir 
Poso Pesisir Selatan 
Poso Pesisir Utara 
Poso Kota 
Poso Kota Selatan 
Poso Kota Utara 
Lage 
15 
1 
- 
2 
- 
1 
2 
- 
14 
1 
5 
5 
33 
6 
14 
22 
9 
17 
7 
4 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
2 
 
7 
- 
9 
- 
- 
14 
- 
11 
3 
 
36 
27 
23 
90 
- 
27 
18 
6 
28 
18 
15 
13 
20 
30 
20 
2 
22 
8 
47 
4 
3 
1 
5 
- 
2 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
7 
6 
1 
1 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
4 
4 
1 
8 
12 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Jumlah 154 51 450 19 45 - 
Sumber : Poso dalam angka 2012 
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6. Pemerintahan Kabupaten Poso 
 Wilayah administrasi Kabupaten Poso terdiri dari 19 kecamatan 
yang membawahi 133 desa definitif, 23 yang berstatus 
kelurahan.Kabupaten Poso dipimpin oleh Bupati sebagai pihak eksekutif 
dan bertanggung jawab penuh terhadap pemerintahan di Kabupaten 
Poso. Sedangkan dalam urusan legislasi bupati dan DPRD melakukan 
kordinasi dalam mebuat peraturan daerah.  
DPRD Kabupaten sebagai salah satu lembaga daerah yang 
mengawasi terhadap jalannya pemerintahan, terdiri atas wakil-wakil dari 
organisasi peserta pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 2009. Pada 
tahun 2012 keanggotaan masing-masing adalah: anggota fraksi Demokrat 
8 orang, PDS 4 orang,Golongan Karya 5 orang, Poso Bersatu 7 orang, 
dan Fraksi Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 6 orang, yang seluruhnya 
sebanyak 30 orang yang kesemuanya laki-laki. Jika dilihat jumlah anggota 
DPRD Kabupaten Poso, yang berjenis kelamin perempuan tidak ada 
sama sekali, seharusnya berdasarkan Undang-undang diharapkan 
perempuan yang menduduki kursi dewan sebanyak 30 % dari jumlah 
anggota dewan. 
Dibawah genta demokrasi dengan menjunjung tinggi hak 
kebebasan berpendapat dan memilih kabupaten Poso ikut serta 
mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pada tahun 2010 
telah dilaksanakan Pemilukada dengan menampilkan 4 pasangan calon 
Bupati dan wakil Bupati yang diusung oleh masing- masing fraksi. Dengan 
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total pemilih 142.151 orang dengan jumlah perempuan 69.092 orang dan 
laki-laki 73.095. Sementara jumlah pemilih yang memilih 116.909 orang 
dan yang tidak memilih sebanyak 25.242 orang.  
Pilkada Kabupaten Poso berhasil menjadikan pasangan Drs. Piet 
Inkiriwang, MM dan Ir. Samsuri, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati 
terpilih Kabupaten Poso Periode 2010-2015.Pasangan terpilih ini 
memperoleh dukungan sebanyak 39 persen dari total pemilih, yaitu 
sebanyak 45.119 suara, disusul oleh pasangan Sonny Tandra dan H. 
Muliadi sebesar 26 persen dengan jumlah 30.712 suara. 
Dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Poso, sejak terpilihnya 
Bupati pertama R. Pusadan, sampai dengan Bupati Drs. Piet Inkiriwang 
ada 15 pejabat Bupati Poso yang menahkodai kabupaten penghasil kayu 
hitam terbesar di Indonesia itu.  
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Tabel VII 
Pejabat Bupati Poso 
Nama Bupati Masa Jabatan 
R.M. Pusadan 
Abdul Latif Daeng Masiki 
Alimudin Daeng Patiro 
Djafar Lapasere 
S. Kabo 
A. Wahab (Pj) 
Ngitung 
Drs. B.L. Sallata 
Drs. Galib Lasahido 
Drs. R.P.M.Herlan Koeswandi 
Soegiyono 
Drs. J.W. Sarapang (Pejabat) 
Arief Patanga 
Abdul Muin Pusadan 
Andi Azikin Suyuti (Pejabat) 
Piet Ingkiriwang 
1948-1952 
1952-1954 
1954-1956 
1956-1957 
1957-1959 
1959-1960 
1960-1962 
1962-1966 
1966-1973 
1973-1983 
1984-1988 
1988-1989 
1989-1999 
1999-2004 
2004-2005 
2005-sekarang 
Sumber : Kabupaten Poso dalam angka 2011 
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BAB V 
HASIL  DAN PEMBAHASAN 
 Pada Bab ini, penulis akan mengungkapkan beberapa hasil 
penelitian yang telah didapatkan dilapangan yang berkenaan dengan 
mengapa terjadi konflik Sara di Kabupaten Poso.  
1. Konflik SARA di Kabupaten Poso 
Masyarakat Poso adalah masyarakat yang memiliki agama serta 
suku yang berbeda-beda. Namun dengan berbagai perbedaan tersebut 
bukan menjadikan suatu penghalang untuk masyarakat kota Poso 
melangsungkan hubungan antar sesamanya. Terciptanya hubungan yang 
harmonis antara masyarakat di Poso dipengaruhi oleh sikap mereka, 
yakni sikap saling menghargai. Hal ini nampak dari tingkah laku yang 
diperagakan dalam pergaulan mereka sehari-hari. 
Secara umum masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Poso 
terdiri dari beberapa etnis dan agama. Keberadaan mereka sangatlah 
harmonis dan sifat kekeluargaan mereka sangat kental atau didalam 
istilah ilmu sosial, masyarakat Poso hubungan kekeluargaannya masih 
bersifat gemeinscaft. Masyarakat yang mendiami Kabupaten Poso 
tersebar dari dari hulu hingga hilir dan dari pegunungan dan daratan. 
Seiring dengan itu proses interaksi masyarakat pendatang dengan 
penduduk asli mulai berlangsung. 
Sebelum terjadinya konflik horizontal terjadi, masyarakat Poso 
sangat menghargai budaya dan hal itu ditransformasikan kedalam 
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kehidupan sehari-hari. Jauh sebelum konflik  SARA terjadi, masyarakat 
Poso pernah mengalami pertikaian, namun kuatnya adat yang mereka 
miliki, hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara menggunakan sistem 
adat Motambu Tanah, yaitu proses perdamaian yang disimbolkan dengan 
pemotongan kepala kerbau (dulu manusia). Subtansi pranata adalah, 
penguburan masa lalu, sehingga setelah motambu tanah digelar, 
persoalan sebelumnya tidak boleh lagi diungkit-ungkit. Dalam bahasa 
Poso (Pamona) “mampaka simadago ne’emo ndapaupau anu limo” 
artinya, saling berbaikan jangan lagi diungkit-ungkit persoalan yang sudah 
lewat. 
Dalam sejarah adat Poso,motambu tanah pernah digelar pada tahun 
1905. Saat itu motambu tanah pernah digelar untuk mendamaikan perang 
Napu dan Ondae. Proses perdamaian ini diprakarsai oleh tiga orang 
sebagai mediator yakni, Tadjongga, Rangga dan Nduva. Ketiga orang 
tersebut diutus oleh Magido, seorang cultural hero sub etnis Onade, untuk 
menemui Ummana Solli, pemimpin orang Napu. 
Dalam proses perdamian itu, diawali oleh kayori  (pantun) berbalas 
pantun antara Magido dan Ummana Solli, sebagai berikut : 
Meki palilu sologi 
Merapi nema kundogi 
Labuan njai lotongi 
Talimemo naka oti 
Iko ide tuana 
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Halalungku hai bara (kami saudaraku atau bukan) 
Madota mo balanja (aku masih suka berbelanja) 
Ide ku pepiriki (tawaranmu akan kupikirkan dulu) 
Singkat cerita, perdamaian memang terlaksana dengan 
mengorbankan kepala manusia. Adapun manusia yang dikorbankan 
adalah seorang nenek yang dipanggil dari kebun oleh Magido, lalu 
dibacok oleh tujuh lelaki dari Napu dan tujuh lelaki dari Ondae19. 
Motambu tanah pernah dilakukan pada saat konflik horizontal terjadi 
namun ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat diantaranya 
adalah : 
1. Tidak dilaksanakannya prosesi adat itu secara menyeluruh. 
2. Tidal ada sosialisasi tentang proses adat yang dimaksud, sehingga 
kelompok yang bertikai ketika itu banyak yang menentang. 
3. Banyak hal yang turut berkepentingan dengan konflik Poso tidak 
terlibat. 
Titik balik dari berubahnya segala sistem yang ada di kota Poso yaitu 
semenjak meletusnya konflik bernuansa SARA pada tahun 1998. Sebuah 
peristiwa ditengah malam buta, pada 25 Desember 1998 menjadi titik awal 
yang melahirkan konflik Poso yang panjang dan melelahkan. Konflik yang 
berlangsung selama beberapa tahun tersebut, sangat membekas di hati 
masyarakat Poso. Kerugian yang dirasakan baik itu secara moril dan 
materi tidak begitu saja dapat kembali seperti semula. Bukan hanya 
                                                        
19Seputar  Rakyat (Yayasan Tanah Merdeka) Gjors Aditjondoro 2007. 
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masyarakat poso saja yang merasakan, tapi hal itu berimbas dilingkaran 
kota Poso sampai dikabupaten lain. Situasi yang berkembang yang pada 
mulanya hanya persoalan kecil merembes hingga menjadi besar yang 
juga melibatkan semua idenditas yang sangat sakral. Kerukunan yang 
sudah lama terjalin terporak-porandakan dengan hal yang bisa 
diselesaikan dengan cepat.  
Ketika terjadi pertikaian yang melibatkan 2 pemuda dari dua agama 
yang berbeda, kemudian meningkat baik dari segi wilayah konflik hingga 
jumlah orang yang terlibat dari konflik.Peristiwa pertikaian itu langsung 
melahirkan dikotomi antara kelompok Islam dan kelompok 
Kristen.Dikotomi kelompok itu terjadi, karena kejadian perkelahian terjadi 
disebuah masjid, sejak saat itu pula dikotomi antar warga semakin 
mengkristal dan mempercepat penggalangan solidaritas organik antar 
kelompok. Pengentalan solidaritas yang bersandar pada semangat 
keagamaan itu juga ditunjang oleh sebuah momentum kegamaan. Pada 
tanggal 25 Desember 1998, umat Islam sedang merayakan ibadah puasa 
di bulan ramdhan, sementara umat Kristiani tengah merayakan hari Natal. 
Pertikaian tersebut nampaknya menjadi pemicu konflik massal yang 
destruktif saling membakar dan membunuh.Kemunculan teriakan-teriakan 
provokatif dengan issue-issue yang berkembang di awal meledaknya 
kerusuhan rupanya dimaksudkan untuk menimbulkan kemarahan dan 
meningkatkan rasa benci satu sama lain, antara Kristen dan 
Islam.sehingga orang demikian cepat menanggapinya dengan aksi 
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kekerasan. Hal-hal tesebut dapat langsung dihubungkan dengan perkara 
agama. Sehingga dengan cepatnya konflik yang terjadi merambah masuk 
ke wilayah sensitive yaitu agama. Issue yangmenyebar bahwa “orang 
Kristen menyerang”, "masjid dibakar", “orang Islammenyerang”"gereja 
dibakar" sontak membuat konflik berubah menjadi skala yang lebih 
besar.Ketegangan berubah menjadi kebencian. Pada gilirannya kebencian 
mendesak orang-orang yang kurang sabar untuk segera angkat senjata, 
entah apa pun wujudnya, asalkan tersalur rasa benci itu. Pengkotakan 
masyarakat ke dalam pembagian Islam dan Kristen menjadi semakin 
mempermudah dan memperlancar pelepasan tindak kebencian yang 
sasarannya adalah lawannya. 
Kerusuhan yang terjadi di Poso dari awal terjadi pada 25 Desember 
1998 hingga5 Desember 2001, telah meletus beberapa kali. Kerusuhan 
tersebut dilabeli dengan nama Konflik Poso Jilid I, II, III, IV, dan V. 
Namun pola konflik Poso terlalu kompleks untuk dianalisis hanya 
berdasar urutan itu, mengingat intensitas dan ekstensitas wilayah dan 
pelaku konflik antar tahap memperlihatkan perbedaan yang sangat 
mendasar. Terdapat beberapa pola pertikaian yang dapat dilihat pada 
konflik di Poso.  
Pertama, dari ekstensitas wilayah dan korban konflik.Konflik Jilid I 
dan II, terjadi hanya dalam wilayah Kota Poso dan korban yang berjatuhan 
masih sedikit. Tapi pada Konflik Jilid III, wilayah yang terkena konflik 
menjadi meluas, mencakup hampir seluruh wilayah Kabupate n 
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Poso.Konflik sudah mengarah pada upaya menghilangkan eksistensi 
lawan, terlihat dari realitas pembunuhan terhadap siapa pun, termasuk 
perempuan dan anak-anak, yang dianggap sebagai bagian lawan 
sehingga banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak, baik 
korban materi maupun korban jiwa. 
Kedua, mobilisasi massa yang berebeda disetiap etape Konflik. 
Ketika KonflikI dan II meletus, massa yang terlibat berasal hanya dari 
sekitaran Kota Poso. Ketika Konflik Jilid III pun meletus, mobilisasi 
masssa jauh lebih besar dari massa yang datang pada kerusuhan 
pertama dan kedua. Termasuk mulai masuknya massa pendukung 
beraliansi keagamaan dari luar. 
Pola ketiga adalah, adanya peningkatan pada senjata yang 
digunakan pada konflik. Pada Konflik Jilid I dan II, senjata yang digunakan 
masih bersifat massif, seperti senjata tajam, batu dan beberapa senjata 
orakitan. Pada Konflik Jilid III penggunaan senjata api organik standar 
militer maupun bahan peledak lebih intensif serta melibatkan sejumlah 
personil militer dan polisi. Fakta bahwa adanya pengguanan senjata 
standar TNI/POLRI, juga dijelaskan dalam wawancara dengan H. Adnan 
Arsal :  
“Karna dorang (mereka) menyerah, jadi torang (kita) anggap selesai. 
Tapi ternyata tidak menyerah, ternyata mereka latihan perang 1 tahun, 
untuk memprsiapkan perang tahun 2000, mulai dari strategi perang 
sampai dorang (mereka) p’peralatan perang jadi lebih hebat, senjata 
yang dorang (mereka) pakai mirip yang Tentara dengan Polisi pake 
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(gunakan) bahkan rompi anti peluru dari besipun dorang (mereka) 
ada”20 
 Penggunaan senjata standar militer ini juga dikuatkan dengan bukti 
yang terdapat pada beberapa korban jiwa akibat luka tembak yang 
berasal dari senjata organik, bukan dari senjata rakitan. 
 Pola keempat adalah pemicu konflik. Pada konflik I dan II dipicu oleh 
perkelahian pemuda dengan nuansa politik yang kental, maka Konflik Jilid 
III dipicu oleh kekecewaan terhadap ketidakadilan dan bernuansa agama 
yang kental. Kekecewaan terhadap ketidakadilan dalam kerusuhan 
sebelumnya. Telah terbangun solidaritas kelompok secara tegas melalui 
ideologisasi konflik berdasar isu agama dan etnisitas, sehingga pada 
konflik ketiga ini pula, labelisasi kelompok mulai muncul kepermukaan. 
Komunitas Islam dengan label Kelompok Putih dan komunitas Kristen 
dengan label Kelompok Merah. 
 Menurut Pdt.A.R Tobondo, Konflik Jilid III Poso adalah konflik yang 
terjadi atas dasar balas dendam karena kekalahan pada konflik 
sebelumnya, sehingga dilakukan persiapan untuk melakukan serangan 
balasan kepada pihak lawan. 
“pada poso III lebih pada balas dendam, karna sejumlah korban sudah 
ada, rumah sudah banyak yang hancur, 645 rumah orang Kristen, dan 
gedung2 geraja. Terutama gereja Pniel, setelah gedung gereja itu 
dibakar maka membludaklah kerusuhan. Karna Gereja Pniel itu 
warganya datang dari segala penjuru Kabupaten Poso berjemaat 
                                                        
20Wawancara dengan H. Adnan Arsal, Ketua ForuM Silahturahim Perjuangan 
Umat Islam Poso (FSPUI) tanggal 12 Juli di Kota Poso. 
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disitu, digalanglah kekuatan dari gunung dan pinggiran kota, maka 
terjadilah perang”21 
 
Pada Konflik  Poso Jilid I dan II, korban terbanyak memang berasal dari 
pihak Kristen, terutama korban materi. ini dikarenakan pada saat konflik 
terjadi, jumlah massa dari kelompok Islam masih jauh lebih banyak dari 
pada kelompok Kristen. Mobilisasi massa masih terbatas sehingga massa 
kelompok Kristen hanya berasal dari sekitaran Kota Poso, sementara 
massa kelompok Islam berasal dari seluruh kota Poso yang memang 
pada saat itu mayoritas penduduknya beragama Islam. 
Tabel.VIII 
Kerusakan Akibat Konflik 
No. Sarana Hangus Rusak Berat Rusak Ringan 
1. 
2. 
3. 
4. 
Rumah 
Masjid 
Gereja 
Pura 
10.650 
21 
31 
- 
823 
5 
10 
- 
554 
2 
2 
1 
 Sumber : Laporan Gubernur Sulteng 3 Desember 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         21Wawancara dengan Pdt. A.R. Tobondo, Mantan Ketua Majelis Sinode GKST 
Tentena, tanggal 11 Juli 2013, di kota Tentena 
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Tabel.IX 
Waktu dan Indikasi Awal Konflik Poso 
Waktu Nama Kejadian Indikasi  Awal Kerusuhan 
25 Desember 1998 Konflik Jilid I  25 Desember pukul 03.00 Wit 
terjadi pembacokan kepada 
pemuda Ahmad RIdwan 
didalam Masjid Darusalam 
Poso, pelaku diidentifikasi 
bernama Roy Bisalemba 
16 April 2000 Konflik Jilid II  16 April pukul 23.30 wit, terjadi 
perkelahian antara pemuda 
Islam yang berisinial D dan H 
dengan pemuda Kristen 
berisinial W dan Rn. 
24 Mei 2000 Konflik Jilid III  Pada 24 Mei terjadi serangan 
dari kelompok Kristen. Massa 
berpakaian hitam-hitam 
bergaya ninja masuk ke Kota 
Poso dan membunuh tiga 
orang masyarakat muslim. 
2 Juli 2001 Konflik Jilid IV  3 Juli terjadi pembunuhan 
terhadap 14 orang muslim 
warga desa Buyungkatedo, 
salah satunya imam masjid. 
27 November 2001 Konflik Jilid V  27 November, warga Desa 
Tabalu, kecamatan Poso yang 
mayoritas beraga Islam 
menyerang Desa Betalembah 
dimana penduduknya dihuni 
mayoritas beragama Kristiani. 
Sumber : Diolah dari berbagai sumber 
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2. FaktorPenyebab Terjadi Konflik SARA di Kabupaten Poso 
Konflik SARA di di Kabupaten Poso adalah sebuah bentuk 
kekerasan sosial yang menggunakan agama, baik sebagai subyek 
maupun obyek yang memicu terjadinya kekerasan. Kekerasan atas nama 
agama menyebar dengan cepat dan berlaku komunal karena dipicu tiga 
faktor, yaitu kesalahan memahami doktrin agama yang dilakukan pemeluk 
agama, kesalahan memahami komunikasi agama dan kesalahan 
menggunakan sentimen agama.  
Kesalahan yang berakar pada doktrin agama menyebabkan doktrin 
agama yang memberikan peluang berbuat kekerasan dipahami secara 
serampangan dan dianggap sebagai konstruksikuat melegalkan 
kekerasan. Kesalahan komunikasi agama memicu perbedaan doktrin 
agama yang dipahami pemeluknya bersifat eksklusif dan menganggap 
agama lain sebagai saingan, penghalang dan musuh yang harus 
dilenyapkan. 
Menurut FW Sowolino Konflik Poso disebabkan adanya sebagian 
komunitas yang merasa kecewa karena merasa termanjinalkan dalam 
proses interaksi masyarakat, dan bergerak atas nama agama untuk 
memperbesar eskalasi yang terjadi. 
“Konflik ketidakadilan, ada bibit kekecewaan pada sebagian 
komunitas yang mersa tidak terjamah tidak tersentuh sehingga masih 
terpinggirkan dari proses kemasyarakatan, kalaupun pada ujungnya 
ada masalah agama, suku, itu hanya sebagai  wadah untuk 
memperbesar situasi, karena kalau itu yang digerakan, cepat orang 
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terpancing kalau memang konflik agama, harusnya ada yang menang-
kalah, tapi semuanya kalah”22 
 
Hal tersebut juga senada diungkapkan oleh Jusuf Kala saat 
membuka Seminar Peace Process in Indonesia di Hotel Four Seasons, 
Jakarta, Rabu (7/5/2008):"Konflik itu muncul dari adanya perasaan 
ketidakadilan. Baik di Poso, Ambon maupun Aceh persoalannya bukan 
masalah agama, tapi justru agama kemudian dipakai untuk konflik”23 
Sulit diterima bahwa masyarakat plural yang cukup lama bertahan 
dalam damai menghancurkan dirinya sendiri, tanpa ada unsur eksternal 
yang mendorongnya.Ada usaha-usaha dari pihak luar untuk menjadikan 
Poso sebagai wilayah konflik untuk kepentingan politis para elite. 
Hubungan toleransi beragama di Poso yang telah terbangun dengan 
motto “sintuwu maroso” yang berarti “bersatu teguh” dengan cepatnya 
goyah sehingga terjadi konflik bernuansa SARA yang dimainkan dengan 
mudahnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab oleh karena 
mendapat momentum tepat di hari Natal bagi umat Kristiani dan bulan 
Ramdhan bagi Umat Islam. Seperti yang dijelaskan Pdt A.R Tobondo : 
“Konflik kepentingan politik yang sangat separatis lalu memakai 
agama sebagai jembatan. Kepentingan politik personal, yang berhasil 
mempengaruhi satu komunitas.karna tidak ada jalan lain, selain 
persoalan agama, kemudia perkelahian pemuda, di explorer dengan 
sangat ekslusif bahwa ada pemuda Kristen membunuh pemuda Islam,                                                         
22wawancara dengan FW Sowolino, Ketua Angkatan Muda Sintuwu Maroso 
(AMSIMAR), di Kota Tentena, Kabupaten Poso 
23JK:Agama bukan penyebab konflik Poso-Ambon 
http://news.okezone.com/read/2008/05/07/1/107131/jk-agama-bukan-penyebab-
konflik-poso-a  
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padahal dua2nya mabuk, lalu bunuhnya dimesjid, padahal tidak 
sampai mati, tapi orang bilang mati”24 
 
Reynal-Querol memberikan dua alasan mengapa faktor agama 
menjadi lebih berpotensi memunculkan konflik dibandingkan faktor social 
lainnya,25 yakni : 
1. Faktor ekslusifitas agama itu sendiri. Agama dapat dijadikan 
sebagai idenditas yang secara mutlak akan membedakan 
seseorang dengan lainnya. 
2. Perbedaan agama yang didukung oleh perbedaan peradaban 
cenderung memberikan perbedaan pemahaman dalam melihat 
fenomena realitas, hubungan social, dan hal lainnya. Meskipun 
kelompok memeliki perbedaan bahasa yang berlainan, namun 
mereka cenderung memiliki cara pandang dan pemahaman yang 
sama dalam melihat dunia jika seseorang tersebut memiliki 
kesamaan peradaban. Hal ini akan menjadi lebih sulit bagi mereka 
yang berbeda agama. 
Lebih lanjut Reynal Querol menjelaskan, perbedaan agama menjadi 
faktor yang sangat kuat dalam memunculkan konflik yang lebih dahsyat 
dibandingkan dengan konflik memperebutkan sumber-sumber ekonomi 
atau perbedaan bahasa. Hal ini dimungkinkan karena idenditas 
keagamaan merupakan hal yang fixed dan non-negotiable. Sehingga 
                                                        
24Wawancara dengan Pdt. A.R. Tobondo, Mantan Ketua Majelis Sinode GKST 
Tentena, tanggal 11 Juli 2013, di kota Tentena 
25Hasrullah, Dendam Konflik Poso Periode 1998-2001, (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2009)hal, 15 
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konflik yang berlatar keagamaan cenderung sulit untuk dinegosiasikan 
ataupun dicarikan solusinya dibandingkan dengan konflik yang 
disebabkan oleh faktor perbedaan politik dan ekonomi. Tidak dapat 
disangkal agama menjadi faktor pembeda yang sangat tajam dan memiliki 
cara yang ekslusif dalam memilah idenditas individu dibandingkan dengan 
faktor etnisitas lainnya. Seseorang boleh jadi tidak akan merasa gerah 
ataupun keberatan menjadi individu yang memiliki dua kesukuan dan 
disaat itu juga memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Namun demikian 
akan sangat sulit “kalau tidak mungkin” menyandang dua keyakinan 
agama yang berbeda padasaat yang bersamaan. 
Akar penyebab Konflik Sara yang terjadi di Poso sangat kompleks. 
Ada beberapa factor yang menjadi akar permasalah konflik Poso, ada  
yang bersifat kekinian, namun ada pula yang akarnya menyambung ke 
problema yang bersifat historis. Berikut ini penulis akan mencoba 
menjelaskan faktor penyebab konflik poso dari 3 aspek, yaitu : faktor 
politik, faktor ekonomi dan faktor social-budaya. 
2.1 Faktor Politik 
Dari segi politik, problema yang terjadi di Kabupaten Poso bisa 
dirunut sejak era kolonial Belanda.Keberpihakan pemerintah kolonial pada 
penduduk Kristen sebenarnya bukan dilandaskan pada semangat 
keagamaan, tetapi lebih pada kepentingan politik, terutama karena aksi 
pembangkangan pribumi yang umumnya memang dimobilisir Islam. 
Politik agama peninggalan kolonial ini akhirnya telah membangun 
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dua image utama dalam dalam konstelasi politik Poso, yakni : Poso identik 
dengan komunitas Kristen, dan birokrasi di Poso secara historis 
didominasi umat Kristen.  
Namun, di era kemerdekaan fakta keagamaan itu menjadi terbalik. 
Fakta pergeseran komunitas keagamaan ini pada akhirnya berpengaruh 
pula pada tatanan politik Poso.  Di sinilah, politik komunitas keagamaan 
mulai bermain pula dalam dunia kepegawaian, antara lain: (1). Kristen 
yang semula dominan mulai dihadapkan pada saingan baru kalangan 
Islam. (2). Jabatan strategis yang semula didominasi Kristen, secara 
alamiah terjadi peralihan tangan. Kaum terdidik dari kalangan pendatang 
(komunitas agama Islam) bermunculan dan berikutnya mulai ikut bersaing 
dan menantang para elite Kristen dalam memperebutkan posisi-posisi 
strategis di birokrasi. Dalam situasi inilah mulai terjadi sentimental 
keagamaan, komunitas Kristen yang semula dominan mulai dihadapkan 
pada saingan baru dari kalangan Islam. Perspektif komunitas keagamaan 
dalam konteks persaingan politik mulai terjadi. 
Kekuatan rezim Orde Baru juga menjadi bom waktu yang sedikit 
banyak ikut andil menjadi faktor penyebab terjadinya konflik. Terjadinya 
marjinalisasi politk oleh rezim orde baru dengan dilanggarnya prinsip 
power shering  yang dipegang  teguh sebelumnya. Kaum mapan 
Kabupaten Poso selama beberapa dekade hidup dibawah titik terbawah 
birokrasi otoriter yang terpusat itu. Pemerintah orde baru menempatkan 
perwira-perwira militer disemua kunci pemerintahan Sulawesi Tengah, 
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seperti Gubernur, Bupati dan Ketua DPRD. 
Pasca runtuhnya Orde Baru yang instan merupakan akhir dari 
kekuasaan militer, namun tanpa mekanisme politik yang matang. Bagi 
kelompok elite lokal berbagi kekusaan secara komunal merupakan salah 
satu cara merebut berbagai peluang baru yang ada. Pengorganisasian 
kelompok etnis dan keagamaan yang begitu tersebar luas pada dewasa 
ini mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap partai politik sebagai 
saran untuk mengatasi konflik. Pembagian kekuasaan secara etnik telah 
lama menjadi bagian yang tidak bisa dipungkiri dalam berbagai 
kesepakatan rahasia untuk menghindari masalah, namun sekarang hal itu 
menjadi pokok pembicaraan yang diketahui umum didalam berbagai 
bargaining politik. 
Sejak pemerintahan Bupati Arif Patanga, sebagai Bupati Poso yang 
ke sebelas, secara diam-diam wacana politik yang bersandar pada 
kepentingan agama mulai berhembus. Karena pada masa pemerintahan 
Bupati Poso yang ke sepuluh, yakni putra Madura bernama R. M. Herlan 
Koeswandi, memegang dua kali masa jabatan, tepatnya tahun 1973 s/d 
1983. Posisi-posisi strategis ketika itu nyaris semuanya berada di 
genggaman pejabat yang beragama Kristen karena bupatinya juga 
beragama Kristen. Sesudah Koeswandi lengser dari kursi kekuasaannya, 
Kabupaten Poso kembali dikendalikan oleh tiga bupati lainnya yang 
beragama Islam. Dengan posisi seperti itu, peta perpolitikan di daerah itu 
juga turut berubah. Sejak saat itu pula soal power sharing sering menjadi 
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isu sentral dalam perebutan kekuasaan di tanah Poso 
Pertarungan itu kian menghangat, tepatnya 13 Desember 1998. 
Atmosfir politik di Kabupaten Poso memanas. Pada tanggal itu, Bupati 
Poso Arif Patanga mengajukan surat berhenti sebagai bupati karena telah 
berakhir masa jabatannya. Sejak itu pula, pertarungan untuk 
memperebutkan kursi nomor satu di Kabupaten Poso kian kencang 
berhembus ke permukaan. Pertarungan untuk menjadi Bupati Poso itu 
tidak sekadar menjadi pertarungan antarelite politik semata. Tapi telah 
berkembang menjadi pertarungan yang mewakili calon bupati dari 
kelompok Islam dan kelompok Kristen.Sejak saat itu pula soal power 
sharing sering menjadi isu sentral dalam perebutan kekuasaan di tanah 
Poso. 
Konflik Poso Jilid I, yang terjadi mendekati waktu pemilihan Bupati 
tidak terlepas dari permainan elite politk. Persaingan elite politik yang 
merasa mewakili komunitas agama masing-masing kemudian merasa 
perlu menggalang massa meskipun pada saat itu pemilihan masih 
dilakukan di DPRD Kabupaten. Elite yang terlibat dalam persaingan 
kemudian menggalang massa dengan mengatasnamakan agama. Ini 
dianggap cara yang paling efektif dalam mengumpulkan massa 
dikarenakan agama adalah salah satu bentuk afiliasi yang paling kuat 
dalam kultur masyarakat, dengan menyebarkan isu agama, dapat dengan 
cepat mempengaruhi para pemeluk agama tersebut. 
Namun penggalang massa dari salah satu organisasi keagamaan itu 
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ternyata bertujuan untuk melakukan penekanan kepada satu komunitas 
yang lain. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan H. Adnan Arsal : 
“waktu itu YH jadi kandidat kuat dari pihaknya dorang (mereka). 
Sebenarnya dia sudah dapat dukungan dari pihak Muslim, itu 
dibuktian dengan ditemukan surat bukti dukungan dari orang-orang 
Islam dirumah pak awad, tapi dia rasa belum cukup maka dia gerakan 
orang-orang GPKST untuk menyerang dan menekan kitorang (kita), 
tapi orang Islam melakukan perlawanan, maka terjadilah perang. 
Mungkin kalau dia tidak menggunakan jalan kekerasan seperti itu, 
bisa jadi dia naik jadi Bupati”26 
 
Senada dengan pernyataan yang dikeluarkan H.Adnan Arsal, 
Iskandar Lamuka juga meyakinkan bahwa Konflik Poso Jilid I merupakan 
permaianan elite yang memperebutkan posisi kekuasaan. 
“Konflik terjadi di 1998, ketika ada perebutan posisi2 dalam 
pemerintahan, yang kemudian ada pihak yang coba melibatkan orang 
banyak, yang melibatkan komunitas ikut serta. Agama itu 
dimanfaatkan, kalau yang lain tidak mungkin menjadi lebih besar. 
Dimanfaatkan seolah-olah ini antara islam Kristen, dan melibatkan 
banyak actor, baik itu masyarakat biasa maupun elite. Elite lokal Poso 
yang terlibat pada saat pemilihan, baik elit Islam ataupun elit Kristen 
yang terlibat langsung.”27 
 
Pada pemilihan Bupati Poso untuk periode 1999/2004 hanya tiga 
nama yang lolos penjaringan dan mendapat dukungan dari masing-
masing fraksi  di DPRD Poso, yaitu Edy Bungkundapu, Ismail Karim dan 
Abdul Muin Pusadan. Pada pemilihan yang berlangsung 30 Oktober 1999, 
Abdul Muin Pusadan yang diusung oleh fraksi Golkar, memperoleh 16                                                         
26Wawancara dengan H. Adnan Arsal, Ketua ForuM Silahturahim Perjuangan 
Umat Islam Poso (FSPUI) tanggal 12 Juli di Kota Poso. 
27Wawancara dengan Iskandar Lamuka, Mantan Ketua Lembaga Penguatan 
Masyarakat Sipil (LPMS) Poso, tanggal 1 Juli 2013, di Kota Poso. 
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suara, Ismail Karim 13 suara, dan Edy Bungkundapu 10 suara. Kekalahan 
Edy Bungkundapu yang menjadi calon kuat dari reprentasi dari komunitas 
Suku Pamona dalam pemilihan juga menjadi akar masalah konflik Poso. 
Tabel. X 
Perolehan Kursi Tiap Fraksi di DPRD Poso Hasil Pemilu 1999 
 Fraksi 
Golkar 
Fraksi 
PPP 
Fraksi 
PDI-P 
Fraksi 
Gabungan 
Fraksi 
ABRI 
Jumlah 
DPRD 
Poso 
19 5 5 7 4 40 
Sumber : Kabupaten Poso dalam angka 2000 
 
Konflik Jilid II yang terjadi pada 16 April 2000, nuansa politik masih 
terasa. Pasca pemilihan Bupati, soal power sharing dalam wilayah 
kekuasaan pemerintahan Kabupaetn Poso tak lagi menjadi sekedar 
wacana, bahkan telah menjadi tuntutan. Bila Bupatinya Islam, 
Sekertarisnya harus beragama Kristen demikian pula dengan jabatan-
jabatan strategis lainnya. Setelah posisi Bupati  Poso dijabat oleh Abdul 
Muin Pusadan yang beraga Islam, maka tuntutan berikutnya adalah 
sekertairs kabupaetn harus dari pihak Kristen. Nuansa Politik semakin 
Nampak setelah  salah seorang anggota Fraksi DPRD Sulawesi Tengah, 
Chaelani Umar, memprediksi kerusuhan Poso jika aspirasi sebagian 
masyarakat diabaikan oleh pemerintah. Pernyataan itu dimuat pada 
Harian Mercusuar yang terbit di Palu pada edisi 15 April 200028. Chaelani 
menyatakan : 
“Jika aspirasi yang menghendaki Drs. Damsyik Ladjalani menjadi                                                          
28Tahmidy Lasahido, Suara dari Poso “Kerusuhan, Konflik dan Resolusi” 
(Jakarta:PT. Praja Multi Pritindo, 2003) hal 47. 
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sekwilda Poso diabaikan oleh pemerintah daerah, Kota Poso akan 
dilanda kerusuhan bernuansa SARA, seperti yang terjadi pada tahun 
1998”. 
 
Para elite-elite politik yang mempunyai kepentingan dalam 
memperebutkan kekuasaan cenderung menarik etno-religius agar konflik 
dapat berlangsung lama. Tidak itu saja, kelompok-kelompok dominan 
dalam usaha memperebutkan kekuasaan menggunakan agama sebagai 
kendaraan politik untuk mencapai tujuan. Para elite berupaya mengejar 
kekuasaan dengan menampilkan konflik antar-umat beragama, dimana 
sebenarnya akar permasalahan adalah konflik politik. Fakta dilapangan 
menunjukkan, para elite sangat cerdas membungkus pesan politik yang 
bermakna simbol-simbol keagamaan demi mencapai kursi kekusaan. 
Pendekatan instrumentalis memahami etnisitas atau keagamaan 
sebagai alat yang digunakan individu dan kelompok untuk 
mempersatukan, mengorganisasi, dan memobilisasi populasi untuk 
mencapai tujuan yang lebih besar29. Tujuan ini sebagian besar bersifat 
politik dan mencakup antara lain, tuntutan pemerintahan sendiri, otonomi, 
akses ke sumber daya dan kekuasaan, penghargaan atas idenditas dan 
kebudayaan kelompok, dan hak-hak minoritas. 
Dalam pandangan ini, agama memiliki sedikit kebebasan atau 
sangat tergantung pada proses politik, dan karakteristiknya dapat 
disamakan dengan afilaisi politik lainnya, seperti keyakinan ideologis dan                                                         
29Jhon T. Ishiyama & Marijke Breuning. Ilmu Politik  dalam Paradigma Abad ke 
21 (Jakarta:Kencana P.M. Group,2013) hal, 233 
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keanggotaan partai. Konflik terjadi apabila kelompok-kelompok agama 
bersaing menggapai tujuan yang sama, khususnya kekuasaan, akses 
sumber daya atau wilayah. Kepentingan elite memainkan peran penting 
dalam memobilisasi kelompok-kelompok agama agar terlibat dalam 
konflik. 
Konflik Jilid IV yang pecah pada tanggal 3 Juli 2001 juga diwarnai 
oleh nuansa politik yang kental. Indikasi tentang nuansa politik berawal 
ketika Bupati Poso, Abdul Muin Pusadan menetapkan Awad Alamri 
sebagai sekertaris kabupaten definitif. Calon lain yang aspiratif dan 
merupakan respresentatif komunitas suku Pamona dan masyarakat 
Kristen Poso adalah Nus Pasore, Kepala Bappeda Kabupaten Poso. 
Kekecewaan orang Pamona terhadap kebijakan politik yang dianggap 
tidak mengakomodir aspirasi mereka, adalah hal yang membuat situasi 
Poso menjadi tegang dan semakin tidak kondusif. Kekecewaan tersebut 
dapat dilihat dari pernyataan yang  dikeluarkan seorang tokoh masyarakat 
Pamona : 
“Bagaimana mungkin negeri ini (Poso) hanya bisa dipimpin dan 
didominasi oleh mereka yang terus-menerus mengabaikan aspirasi 
masyarakat Pamona, kami sepertinya mau diasingkan dan menjadi 
asing dinegeri sendiri. Orang-orang Pamona sangan terbuka dalam 
menerima kehadiran orang lain. Kami tidak melarang dan membatasi 
orang lain datang mengabdi di Tanah Poso sebagai negeri kita 
bersama, tapi jangan perlakukan kami terus-menerus seperti ini. 
Hanya untuk jabatan Sekwilda saja orang Pamona tidak bisa, 
sementara jabatan-jabatan strategsi lainnya seperti Bupati, Wakil 
Bupati dan Ketua DPRD didominasi oleh satu suku tertentu.”30                                                         
30Tahmidy La.sahido, Suara dari Poso “Kerusuhan, Konflik dan Resolusi” 
(Jakarta:PT. Praja Multi Pritindo, 2003) hal 57 
  72
 
Pdt A.R Tobondo juga menjelaskan hal ini dalam wawancara, ialah : 
“2001, ada kepentingan politik. Lebih pada struktur politik, kalau pada 
kebijakan politik harusnya masyarakat dirugikan. Karena menyangkut 
pelayanan masyarakat.Masyarakat tidak pernah mempersoalkan 
siapapun yang masuk. Akan tetapi namanya aspirasi harusnya juga 
diperhatikanlah. Yang harus diketahui, dalam sejarah Kabupaten 
Poso, baru 3 bupati yang asli orang poso, 1. S. Kabo, 2. Arief Patanga 
3.Piet Inkiriwang.”31 
 
Harold D. Lasswell menjelaskan dalam melihat kekuasaan sebagai 
penggunaan paksaan yang dominan, karena kekuasaan itu bersifat 
memaksa sehingga konsep power itu tetap merujuk pada paksaan dan 
berakhir pada konflik. Dalam pengertian kekuasaan, apakah itu 
menyangkut tentang power sharing, struggle of power, maupun 
persamaan untuk berkuasa, maka unsur dominasi dan paksaan akan 
menjadi formula dalam sirkulasi kekuasaan.32 
Sementara Ralf Dahrendorf melihat bahwa konflik sosial mempunyai 
sumber struktur, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur 
organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat 
dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada 
namun demikian, dalam interaksi antar masyarakat juga terjadi 
kesepakatan atau kerjasama yang sering disebut dengan konsesus. 
Dahrendorf juga mengatakan bahwa masyarakat bersisi ganda, yakni 
                                                        
31Wawancara dengan Pdt. A.R. Tobondo, Mantan Ketua Majelis Sinode GKST 
Tentena, tanggal 11 Juli 2013, di kota Tentena 
32Hasrullah, Dendam Konflik Poso “Periode 1998-2001” (Jakarta:PT Gramedia 
Pustaka Utama,2009) hal, 4 
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memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama sehingga dalam memperebutkan 
kekuasaan politik, elit dan kelompok elit akan menghadapi dua kondisi, 
yakni konflik dan konsensus. Di satu sisi, elit politik akan menghadapi 
perbedaan, persaingan dan pertentangan dengan elit lainnya, di sisi lain 
juga memungkinkan terjadinya kerjasama atau konsensus di antara elit 
politik. Terjadi tawar menawar antar elit politik yang saling 
menguntungkan, sehingga kebutuhan dan kepentingan setiap elit politik 
terakomodasi. 
2.2 Faktor Ekonomi 
 Persoalan ekonomi juga dianggap sebagai salah satu penyulut 
konflik sara di Kabupaten Poso. Ini disebakan oleh perebutan lahan antara 
suku asli dan suku pendatang. Kebiasaan suku asli Poso, yaitu orang 
Pamona, Lore dan Mori menjual tanah kepada pendatang. Dibeberapa 
kejadian juga terjadi para pendatang menguasai tanah yang oleh orang 
lokal dianggap sebagai milik mereka secara adat, tetapi oleh hukum 
formal dianggap sebagai tanah menganggur.Hal ini menyebabkan 
terjadinya marginalisasi disatu sisi. Tanaman dagang  yang ditanam 
terutama oleh para pendatang, tetapi juga ditanam oleh orang-orang lokal 
mulai menggantikan pertanian subsiten. 
 Para petani gurem pegunungan dengan cepat kehilangan tanah 
ulayat mereka yang jatuh kepada para petani perdagangan yang berjiwa 
wiraswasta tinggi. Tak lama kemudaian kebun-kebun coklatmemenuhi 
sisi-sisi bukit yang menghubungkan Poso-Palu. Pada saat itu coklat 
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menjadi tanaman yang mengalami boom selama satu dekade ketika krisi 
moneter 1998 menaikan harga biji cokelat melonjak tinggi. Tetapi tidak 
semua orang mempunyai sarana untuk melakukan hal itu, hanya 
beberapa petani lokal yang kaya yang mampu beradaptasi dan yang lain 
adalah wiraswasta dari luar yang datang dari luar Poso dan berhasil 
menguasai tanah. Kesenjangan antara penduduk asli dan pendatang 
semakin lebar dengan tingginya etos kerja para pendatang, khususnya 
suku Bugis, Makassar, Gorontalo dan Jawa. Tetapi cokelat bukan satu-
satunya sumber ekonomi, sumber daya lokal lain yang menimbulkan 
proses termasuk ekspansi modal yang masuk adalah kayu eboni serta 
penambangan pasir. Selain itu suku asli Tana Poso juga terkesan melihat 
pegawai negeri sipil (PNS) sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa 
mendorong dan juga merubah status sosial mereka. Karena berlomba-
lomba menjadi PNS pada umumnya mereka tidak siap untuk mencari 
lapangan kerja lain ataupun memciptakan lapangan kerja. Ini seperti yang 
diungkapkan oleh H.Adnan Arsal : 
“Pendatang masuk yang kebetulan beragam Islam membeli tanah2 
masyarakat penduduk asli kemudian menguasai lahan2 strategis 
perkebunan dan pertanian. Terjadi kesenjangan ekonomin antara 
karena transmigran yang datang (bugis & jawa) memilki etos kerja 
yang tinggi dari pada penduduk asli”33 
 
Selain disektor pertanian, di sektor perdagangan yang terpusat di 
perkotaan juga lebih banyak dikuasai pendatang beragama Islam. 
                                                        
33Wawancara dengan H. Adnan Arsal, Ketua ForuM Silahturahim Perjuangan 
Umat Islam Poso (FSPUI) tanggal 12 Juli di Kota Poso. 
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Kesenjangan ekonomi pun tercipta. Keadaan ini semakin menebalkan 
rasa keterdesakan penduduk asli yang berbasis pertanian dan beragama 
Kristen. Seperti yang dijelaskan Irwan Waris dalam wawancara yang 
dilakukan di Univesitas Tadulako : 
“Pendatang unggul dibidang ekonomi, hampir seluruh pasar2 
disulteng orang bugis yang dominan, masyarakat lokal terpinggirkan. 
Dibidang politik-pemerintahan, para pendatang datang dengan 
sarjana, sehingga tampak para pendatang maju dan sukses.”34 
 
Dikuasainya sumber ekonomi oleh para pendatang semakin 
membuat tinggi rasa kecemburuan pada penduduk lokal. Sumber 
kehidupan untuk bertahan hidup yang selama ini, secara perlahan  mulai 
hilang, sehingga membuat tingkat kemiskinan kepada penduduk lokal 
semakin tinggi dan pendatang semakin baik dari segi taraf kehidupannya. 
Keberhasilan pendatang ini, merupakan benih-benih konflik laten, 
sehingga pribumi menganggap dirinya tergusur dari negerinya sendiri 
3.3. Faktor Sosio-Kultur 
 
Jika dibandingkan berdasarkan agama, orang Islam telah ada 50 
tahun lebih dulu, dibandingkan orang Kristen. Orang Islam dibawah masuk 
oleh pedagang dari Arab dan Gorontalo, yang terpusat di bagian pesisir 
kota, sementara orang Kristen dalam hal ini suku pamona mendiami 
bagian pegunungan dari Kota Poso. Hal ini juga dijelaskan dalam 
wawancara yang dilakukan dengan Pdt A.R.Tobondo : 
“Di poso ini Islam duluan, Islam itu sudah duluan 50-60 tahun duluan                                                         
34Wawancara dengan Irwan Waris, Akademisi Universitas Tadulako (UNTAD), 
tanggal 21 Juni 2013, di kota Palu 
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baru kemudian Kristen. Islam itu dibawah oleh orang2 arab dan 
orang gorontalo.”35 
 
Para pendatang yang datang ke Poso berasal dari suku Bugis, 
Gorontalo, Jawa, Arab yang mayoritas beragama Islam. Pendatang dari 
kelompok Kristen diwakili dari suku Minahasa dan Toraja, serta  umumnya 
memasuki Poso, baik melalui migrasi secara spontan dengan tujuan 
membuka lahan baru untuk menetap ataupun untuk mencari kehidupan 
ekonomi yang lebih layak. Masuknya arus transmigrasi intensif terjadi 
sejak dasawarsa 1970-an dan 1980-an, terutama setelah dibukanya jalur 
prasarana angkutan darat Trans-Sulawesi yang menghubungkan 
Makassar-Palopo-Poso-Palu-Gorontalo-Manado. 
Kemudian dengan adanya kebjakan pemerintah pada masa Orde 
Baru, mengenai pemerataan penduduk di Indonesia melalui program 
transmigrasinya turut juga “memaksa” kaum penduduk local untuk 
beradaptasi dan menerima berbagai bentuk kebudayaan yang sama 
sekali baru bagi mereka, yang menurut penilaian dari beebrapa kalangan 
bahwa terjadinya penyebaran penduduk yang didominasi oleh masyarakat 
suku Jawa pada masa Orde Baru adalah merupakan suatu langkah 
“Jawanisasi” oleh pemerintah pusat. Kebijakan transmigrasi yang 
dilakukan oleh pemerintah juga diiringi dengan pemberian kebijakan 
istimewa kepada para transmigran, seperti diberikan lahan secara gratis di 
daerah transmigrasi serta pemberian biaya hidup selama 2 tahun. Akan                                                         
35Wawancara dengan Pdt. A.R. Tobondo, Mantan Ketua Majelis Sinode GKST 
Tentena, tanggal 11 Juli 2013, di kota Tentena 
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tetapi tanpa disadari kebijakan tersebut menjadi  berbanding terbalik bagi 
penduduk. Seperti yang diungkapkan oleh Irwan Waris : 
“Diposo transmigrasi itu berkembang dan difasilitasi oleh Negara, 
diberikan lahan 2h, diberi biaya hidup 6bulan-1tahun, sementara 
orang-orang lokal mendapatkan tanah itu susah. Dalam 
perkembangannya transmigrasi itu sukses, mereka terus menerus 
mendapatkan keistimewaan2, terus kebijakan2 untuk orang lokal itu 
tidak ada.”36 
 
Kebijakan pemerintah yang juga dianggap sebagi akar kecemburuan 
penduduk local terhadap pendatang juga di jelaskan oleh oleh  Pdt. A.R 
Tobondo : 
“Kalau karena asli atau tidak asli, dari kebijakan politik kami bisa 
menuntut banyak, populasi tansmigrasi terbesar itu di poso. 
Masyarakat menerima, tapi kebijakan politik itu baru disadari 
merugikan masyarakat lokal, trasnmigrasi itu ongkos pindah 
dibayarkan, dibukakan sawah, diberi makan 2 tahun, sarana dan 
prasana dilengkapi, air, jalan, tapi masayarakat lokalkan tidak? Hanya 
dalam tempo 3 tahun, mereka bisa jadi lebih sejahtera. Lebih dari itu 
tanah terbaik dinegeri ini, diberi kepada mereka, tertinggal tanah yang 
buruk. Kebijakan yang tidak memihak masyarakat lokal.”37 
 
Proses migrasi kewilayahan berdampak  juga pada perubahan 
komposisi keagamaan. Transmigrasi yang terjadi membuahkan 
pergeseran ke arah Muslim. Penduduk asli Poso yang beragama Kristen 
awalnya banyak tinggal di bagian tengah, namun lama kelamaan mereka                                                         
36Wawancara dengan Irwan Waris, Akademisi Universitas Tadulako (UNTAD), 
tanggal 21 Juni 2013, di kota Palu 
37Wawancara dengan Pdt. A.R. Tobondo, Mantan Ketua Majelis Sinode GKST 
Tentena, tanggal 11 Juli 2013, di kota Tentena 
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merasa terjepit oleh proporsi pendatang terutama yang beragama Islam. 
Sebab semakin lama semakin mendekati proporsi umat Kristen baik di 
Poso Pesisir maupun di Pamona Selatan. Meskipun tidak pernah menjadi 
mayoritas, tapi komunitas Kristen terbesar di Sulawesi Tengah berada 
diKabupaten Poso. Pada tahun 1980 jumlah masyarakat Kristen mencapai 
38% kemudian menyusut menjadi 32% pada tahun 1998.38 
Akibat yang paling mendasar dari proses trasnmigrasi ini adalah 
timbulnya kecemburuan sosial akibat kesenjangan ekonomi yang terjadi 
antar penduduk lokal dan para pendatang. Para pendatang yang 
mempunyai nilai etos kerja tinggi kemudian menjadi sukses dan berhasil 
menguasai perekonomian kota Poso. Sementara lambatnya kesadaran 
akan adanya persaingan membuat penduduk lokal menjadi miskin di 
negerinya sendiri. Keberhasilan ini mulai disertai dengan munculnya 
arogansi dan keangkuhan dari para pendatang. Para pendatang mulai 
melemparkan streotipyang ditujukan kepada penduduk lokal, sehingga 
semakin menjadikan penduduk lokal menjadi seperti tamu di tanah leluhur 
mereka sendiri. Hal ini sperti yang diungkapkan Irwan Waris : 
“Akan tetapi para pendatang lupa diri, melupakan orang lokal, mereka 
buat ejekan-ejekan yang kadang-kadang dikemukakan secara 
terbuka. Jadi dari segi ekonomi-sosial, muncul ketidak senangan 
melihat para pendatang yang seperti raja yang dibukan negerinya. 
Cilakanya (celakanya) para pendatang ini mayoritas Islam, dan 
pribumi Kristen.”39 
                                                         
38Gerry Van Klinken, Perang Kota Kecil “Kekerasan Komunal dan Demoratisasi 
di Indonesia (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2007) hal 123 
39Wawancara dengan Irwan Waris, Akademisi Universitas Tadulako (UNTAD), 
tanggal 21 Juni 2013, di kota Palu 
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 Selain itu kebijakan terhadap pola pemukiman ekslusif tersegregasi 
menurut garis suku yang tumpang tindih dengan garis agama. Pembagian 
tata ruang yang tidak integratif dengan penduduk setempat, sehingga 
pendatang dianggap ekslusif dan terkotak-kotakan berdasarkan etnik dan 
agama. Pola tempat tinggal itu seperti menarik batas yang tegas dan jelas 
antara pihak-“mereka” dan pihak “kita”. Hal ini kembali diungkapkan Irwan 
Waris : 
“Dari segi sosial, kurang terjadi asimilasi,contohnya  orang bugis tidak 
mau kawin dengan orang loka. Terus di Poso itu, dari tempat tinggal 
orang bisa ditebak agamanya apa, seperti daerah Kawua itu identik 
dengan orang Kristen sementara Kayamanya itu orang Islam, dari 
situkan sudah jelas itu salah.”40 
 
Terkotak-kotaknya wilayah berdasarkan suku dan agama 
menyebabkan potensi konflik muncul karena tidak terjadi akulturasi 
pribumi dengan pendatang. Tidak terjadi pertukaran budaya serta interaksi 
antara para pemeluk agama yang seharusnya ada disetiap daerah-daerah 
yang didiami lebih dari satu suku ataupun agama. Hal ini semakin 
membuat jurang pemisah antara para penduduk lokal dan para pendatang 
semakin nyata 
Secara faktual konflik bernuansa SARA di di Kabupaten Poso 
mempertegas teori konflik Koentjoraningrat. Menurut Koentjoraningrat, 
setidaknya ada 4 sumber konflik dalam masyarakat majemuk, yaitu : 
a. Persaingan antara kelompok etnik dalam memperoleh sumber 
                                                        
40Wawancara dengan Irwan Waris, Akademisi Universitas Tadulako (UNTAD), 
tanggal 21 Juni 2013, di kota Palu 
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kehidupan. 
b. Adanya kelompok etnik yang memaksakan kebudayaan kepada 
kelompok etnik lainnya. 
c. Adanya golongan agama yang memaksakan ajarannya kepada 
golongan agama lain. 
d. Adanya potensi konflik yang sudah mengakar dalam masyarakat. 
Meski demikian masih ada faktor lain yang bisa memicu munculnya 
konflik yakni ketidakadilan ekonomi, ketidakstabilan polititik, serta 
ketimpangan sosial. 
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BAB  VI 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Konflik bernuansa SARA 1998-2001 di Kabupaten Poso pada 
umumnya sesungguhnya adalah konflik yang didesain secara khusus oleh 
oknum dengan memainkan isu agama. Perkelahian antara pemuda 
mabuk di Kabupaten Poso, menjadi meluas hingga ketataran agama. 
Kehidupan toleransi beragama di Kabupaten Poso berubah menjadi 
tindakan anarkisme saling menghancurkan, membakar, hingga 
membunuh antara dua komunitas yang berbeda agama Islam dan Kristen. 
Konflik pun mulai bergulir dengan antara masyarakat pendatang vs 
penduduk lokal yang dijadikan kambing hitam konflik Poso. 
Konflik yang terjadi di Kabupaten Poso, merupakan buah dari 
persaingan para elite politik lokal dalam memperebutkan posisi-posisi 
strategis dalam struktur pemerintahan,persaingan tersebut melibatkan 
para elite lokal yang mewakili dua komunitas agama terbesar di Poso. 
Pada 1998, pasca berakhirnya masa jabata Bupati lama, isu powersharing 
kembali menjadi tuntutan yang kuat, setelah pada beberapa periode 
powersharingatau pembagian kekuasaan mewakili komunitas yang ada 
diKabupaetn Poso setalah selama ini telahdiabaikan oleh pemerintah 
yang berkuasa. 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang konflik Poso, 
maka penulis membuat beberapa kesimpulan, yaitu sebagi berikut : 
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1. Motif dan latar belakang  terjadinya Konflik SARA bukan 
disebabkan oleh faktor agama, melainkan diakibatkan oleh 
perebutan kepentingan politik elite lokal. Perebutan jabatan 
sebagai Bupati dan Sekertaris daerah Kabupaten Poso. 
2. Dalam era demokratisasi, komposisi penduduk berdasarkan 
suku atau agama tidak lagi menjadi formula politik dalam 
mengatur power sharing. Yang kemudian berlaku ialah, siapa 
kelompok yang dominan dalam suatu daerah tersebut akan 
memperoleh kekuasaan. Termasuk komposisi penduduk 
berdasarkan penduduk pendatang dan pribumi tidak lagi menjadi 
pertimbangan politik dalam mengatur persamaan. Yang dominan 
adalah kelompok siapan yang memiliki banyak massa dan 
pendukung, kelompok itulah yang akan berkuasa. Dampak dari 
perubahan sistem politik tersebut menimbulkam kekecewaan 
elite lokal yang selama ini terwakili dalam komposisi keukasaan. 
3. Dampak dari dinamika Poso sebagai daerah transmigrasi. 
Menyebabkan banyaknya pendatang yang masuk, baik lewat 
transmigrasi yagn diselanggarakan oleh pemerintah ataupun 
keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih layak. 
Keberhasilan pendatang menguasai sektor-sektor strategis sperti 
sektor ekonomi, politik dan pertanian menyebabknapribumi 
merasa termarjinalisasi dan menimbulkan ketegangan antara 
pendatang dan pribumi. 
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2. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat 
memberikan saran : 
1. Dalam birokrasi pemerintahan seyogyanya memberikan 
keseimbangan dalam jabatan strukural, hingga tidak lagi 
menimbulkan kecemburuan hingga kesenjangan sosial di antara 
masyarat Poso yang menjadi potensi konflik  
2. Para elite lokal Poso harusnya lebih mengedepankan persaingan 
secara sehat untuk memperoleh kemenangan dalam setiap 
persaingan, baik persaingan dalam bidang politik ekonomi dan 
lain-lain. 
3. Harus adanya revitalisasi lembaga adat dan keagamaan di 
Kabupaetn Poso, untuk menjaga dan melestarikan nilai budaya 
“sintuwu maroso” untuk memperkuat hubungan persaudaraan dan 
etika masyarakat Poso secara menyeluruh baik masyarkat asli 
Poso maupun masyarakat pendatang. 
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LAMPIRAN 
Peta Wilayah Kabupaten Poso 
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Gambar.2 
 
TUNTUTAN PERJUANGAN 
I. Tujuan : 
1. Berjuang bagi pemulihan hak azazi Masyarakat Poso yang 
diporak-porandakan secara terencana. 
2. aMembebaskan warga masyarakat Poso dari penindasan para 
perusuh. 
II. Sasaran : 
1. Menumpas/menagkap para perusuh/provokator yang selama ini 
dilindungi pemerintah. 
III.  Tuntutan : 
1. Bebaskan Poso dari perusuh/rpovokator yang oknumnya sudah 
diidentifikasi oeh pihak yang berwenang. 
2. Kesabaran warga Poso sudah berakhir dan tiba saatnya untuk 
menyatakan sikap bahwa warga Poso adalah penduduk asli yang 
harus hidup merdeka di tanah kelahirannya sendiri. 
3. Karena Kelurahan Lombogia, Kasintuwu, serta gedung-gedung 
gereja sudah diratakan/dibakar oleh perusuh/provokator Muslim, 
maka menjadi perjuangan kami untuk meratakan semua desa 
perusuh/provokator (Moengko, Kayamanya, Bonesompe dan 
Lawanga) 
4. Pihak aparat keamanan berhentilah memihak, sebab elama ini 
dalam kenyataannya aparat selalu menghalangi kami sehingga 
massa atas petunjuk provokator bebas membakar gedung-gedung 
gereja dan rumah-rumah rakyat Kristiani. 
5. Berikan kesempatan dan kebebasan kepada kami membantu 
pemerintah untuk memburu provokator/perusuh serta 
menindaknya sebgai jaminan pemulihan keamanan sebagai 
bagian dari keamanan nasional. 
6. Sangat disesali bahwa piha keamanan tidak mengatasi kebrutalan 
perusuh, tapi membiarkan mereka menajarah, membakar rumah-
rumah rakyat dan gedung-gedung Gereja. 
7. Tercapainya tujuan dan sasaran perjuangan ini tidak terlepas dai 
dukungan pemerintah pusat. 
 A.n. Pejuang Pemulihan Keamanan Poso 
 Ir. Adven L. Lateka 
 
Sumber : Rusuh Poso, Rujuk Malino 
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Gambar.3 
Peta Konflik Poso 
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Gambar.4 
 Peta Penyebaran Agama Selama Konflik 
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Gambar.5 
Rumah Ibadah(Gereja) yang terbaka 
 
 
Gambar.6 
Salah satu rumah penduduk yang habis terbakar 
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Gambar.7 
Rumah penduduk yang terbakar 
 
 
 
Gambar.8 
Masjid Darusalam Sayo, tempat awal terjadi pertikaian 1998 
 
 
